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PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan
kekuatan untuk menyelesaikan buku Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ula-
ma Indonesia 1976 -2021 ini sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shala-
wat dan salam ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga,
para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan hasil kumpulan fatwa-fatwa MUI yang terkait den-
gan masalah zakat dan pendayagunaannya. MUI telah melakukan banyak
hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberi-
kan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat.

Dalam perjalanannya, MUI melalui fatwa yang dilahirkan menjadi solusi
atas problematika umat dengan tujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyah
dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan
kesatuan bangsa. Fatwa dilahirkan melalui proses musyawarah antar ulama
dan cendekiawan Muslim untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan
yang terjadi di tengah masyarakat. Tentunya, hal itu tidak lepas dari fungsi
dan peran MUI itu sendiri yakni sebagai pewaris tugas para Nabi (waratsat
al-anbiya’), pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (rai wa
khadim al-ummah), gerakan perbaikan dan pembaruan (harakah al-ishlah
wa al tajdid) dan penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(Munas MUI) tahun 2020 adalah sosialisasi hasil fatwa-fatwa ke masyara-



kat agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan dijadikan pedoman
dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu program priori-
tas Komisi Fatwa MUI sebagaimana hasil Musyawarah Nasional (MUNAS)
Majelis Ulama Indonesia adalah mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUL
Salah satu bentuk sosialisasi fatwa MUI adalah dengan pembukuan agar
dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik untuk kepentingan bahan ruju-
kan dan pedoman maupun untuk kepentingan kepustakaan.

Buku ini merupakan kumpulan hasil keputusan Fatwa MUI yang terkait
dengan masalah zakat dan pendayagunaannya sejak MUI berdiri, keputu-
san fatwa yang dilahirkan dalam forum Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI,
Forum Munas MUI, maupun Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia. Fatwa MUI yang lahir dibahas dan ditetapkan melalui proses Ijtihad
Jama'i dalam persidangan kelembagaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada unsur Pimpinan dan Anggota
Komisi Fatwa MUI serta seluruh unsur yang telah ikut dalam proses pemba-
hasan dan penetapan fatwa yang dengan ikhlas mencurahkan waktu, tena-
ga, serta pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif sehingga fatwa-fatwa
yang termuat dalam buku ini dapat dirampungkan. Ucapan terima kasih
juga patut disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indone-
sia yang terus memberikan dorongan dan dukungan. Semoga buku Himpu-
nan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021 ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat luas dan dapat menjadi salah satu referensi pent-
ing di dalam rujukan keagamaan.

Wallahul Muwafiq Ila Agwamith Tharig

Jakarta, 5 Jumadil Awal 1443 H

12 Desember 2020 M

Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, MA
Ketua Tim Penyusun

vi Pengantar
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PENGANTAR
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah atas rahmah Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Komi-
si Fatwa Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “HIM-
PUNAN FATWA ZAKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA 1976-2021" yang
memuat fatwa-fatwa MUI atas masalah keagamaan yang berkaitan dengan
zakat dan pendayagunaannya sejak MUI berdiri.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975
meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturrahmi ulama, zuama dan
cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis
yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indone-
sia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia
dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh enam tahun, MUI telah
melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia,
berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Dalam khitah pengabdiannya, telah dirumuskan
lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para
Nabi (Waratsatul Anbiya); (ii) sebagai pemberi fatwa (mufti); (iii) sebagai
pembimbing dan pelayan umat (Ra’i wa khadim al ummah); (iv) sebagai
pelopor gerakan Islah wa al Tajdid; dan (v) sebagai penegak amar ma’ruf
dan nahi munkar.

Majelis Ulama Indonesia vii



Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika problema-
tika keagamaan yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
perkembangan teknologi, serta pasang surut kondisi sosial politik Indone-
sia yang berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (siyasah syar’iyyah).
Mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa
Indonesia.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi
Fatwa MUI, Tim Penyusun, Tim Editor dan semua pihak yang telah mem-
bantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini mem-
beri manfaat dan dapat menjadi panduan dalam beragama, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara bagi masyarakat terkhusus bagi umat muslim.

Jakarta, 5 Jumadil Awal 1443 H

12 Desember 2021 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
ttd ttd
KH. MIFTACHUL AKHYAR H. AMIRSYAH TAMBUNAN

viii Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021
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FATWA MUI TAHUN 1982 TENTANG INTENSIFIKASI
PELAKSANAAN ZAKAT

2

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul
Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah:

Membaca: Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji, Departemen Agama R.1. Jakarta

Memperhatikan: 1. Al-Qur'an Surat An-Nur: 56

05558 (&S 05 oa by 55730 1515 5500 1,055
“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”
(QS. An-Nur [24]: 56)

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291:

525 8 7 B 535 1 oy (88501 5T, 3Ll el
L s oy o6 Lle gy ool oy 12 2000 L5 ol

f 355 Yy il s O LN 6 SN L il e
TR SRS W PRt
e A [oadl 3,25 JUE Ja ) o) o Olias, e
A 3o 525 S et 1y o6 o) de 1y, A5

23 U dad sl b s 13 55 e
“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu

Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasu-

lullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata:



'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab:
Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak me-
nyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, mem-
bayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada
bulan Ramadhan’ Kemudian laki-laki itu membe-
lakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: ‘Lihatlah laki-
laki itu!” Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang
pun; lalu Rasulullah berkata:'Itu adalah Jibril, datang
mengajari manusia agama mereka’ “ (HR. al-Bukhari
dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri:

a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan
makanan pokok serta dapat disimpan

Toea tegy s -& s % -y ef 2 ¢
(3515 gl ol 5,) 155 J5801 885 A58 (o5 885

Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan ang-
gur sebagaimana mengeringkan kurma, maka
diambil zakat korma itu berupa tamar” (HR. Abu
Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 hal. 161-162)

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu’az bin
Jabal:

Lon ol ol ) Legting ooy ke bl Lo dly J5esy &
oo M a3 B JB g g ol L LS
JA:'J\) 9‘:")}\) &L.&L\) M\ Zw)ﬁf\ k_}\.ua\fl\ RV

(Zeeoly))

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kedua-
nya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-
masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka
agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat
macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib” (HR.
al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya
adalah orang terpercaya dan bersambung. Di-
katakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat
Tafsir Adhwa’'ul Bayan, juz 2 hal. 101).

Imam Malik dan asy-Syafii mengajukan huj-
jah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu,

Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



“Sesungguhnya tidak ada zakat selain korma dan
anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari
kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok
makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada
buah-buahan dan sayursayuran” karena baik
nash maupun ijma’ dalam menunjukkan wajibnya
zakat pada gandum, jelai, korma, dan zabib’.

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan
yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan
setiap apa yang termasuk dalam artinya, kare-
na sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan
dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di
dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang
dapat disimpan kecuali korma dan zabib. Dan
tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-
buahan. (Tafsir Adhwa’ul Bayan, juz 2 hal. 201).

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan
bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-
sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata,
karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah
sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada
khabar (hadits) dari Rasulullah SAW atau salah
seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengam-
bil zakat daripadanya ( Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz
2 hal. 202).

a. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi,

kambing, dan biri-biri.
Bio aush Y3 eaik 3 A0 o ]
Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: “Ti-

dak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada
hamba sahaya dan kudanya.” (HR. Al-Jama’ah)

Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil
zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya
kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi
dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal da-
gang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi
guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-

Majelis Ulama Indonesia 3



alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja
atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur
galib (63 tahun).

Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk se-
umur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak
untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak
(sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya
mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu
dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau bina-
tang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara
tanah atau ternak itu.

1 Kitab Figih as-Sunnabh, Jilid 1 hal. 407:

“Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat
bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia
sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan seki-
ranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan
ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena
menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya
(keperluan orang banyak dan harus ada orang
yang menangganinya).”

2. Kitab Figh as-Sunnabh, jilid 1 hal. 394:

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting
dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah
ialah menyediakan propagandis Islam dan me-
ngirim rnereka ke negara-negara non-Islam. Hal
itu ditangani oleh organisasiorganisasi Islam,
yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/
sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan
oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran
agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabililah membiayai
madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lain-
nya yang memang diperlukan guna maslahat
umum. Dalam keadaan sekrang ini para guru
madrasah boleh diberi zakat selama melaksa-
nakan tugas keguruan yang telah ditentukan,
yang dengan demikian mereka tidak dapat beker-
Jjalain.”

3. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan teta-
pi, bagian sabililah dan alqarim ada yang mem-
bolehkan ditasarufkan guna keperluan pemba-
ngunan. Dalam kitab Figh as-Sunnabh jilid 1 hal.

Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



394 dikemukakan:

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh mem-
berikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk
pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan
pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan
dan saranasarana kesehatan bagijamaah haji, se-
lagi untuksemua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap
maslahat-maslahat umum yang ada hubungan-
nya dengan soal-soal agama dan negara.

Yang paling utama dan pertama didahulukan
ialah persiapan seperti pembelian senjata, perse-
diaan makan angkatan bersenjata, alat-alat
angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara.
Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah
mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebu-
tuhan umm, membuka jalan jalan yang kuat dan
baik, memasang telepon guna angkatan perang,
mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai,
benteng, dan lobang-lobang persembunyian.”

Menimbang: Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama
mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila
sampai nisab dan haul.

2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf
yang tersebut dalam Al-Quran pada surat at-
Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada,
bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.

3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam,
maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran
zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.

4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh
Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib
ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Majelis Ulama Indonesia 5
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Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhiriqo2 H
26 Januari 1982 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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FATWA MUI TAHUN 1982 TENTANG MENTASHARUFKAN DANA
ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN
UMUM

[V d

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul
Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah:

Membaca: Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran “YARSI” Jakarta.

Memperhatikan: 1. Al-Qur'an Surat An-Nur: 56

RIS PN NSRS A TRA LR
“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”
(QS. An-Nur [24]: 56)
2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291

o5 2

5y 087 J\“f;‘;’ 2 Sy G 5T, EM\/\J“'«‘ET)
L Jlas Jory ol Ll oy ool oy acle Bl L0l
a3 Ny a8 s O L) B LN e ) s
T TR SURECTES NS W - Rt
e bl Lo sl 0525 I Jor )l ol 3 olias, et
A Loal) 3,55 B bt Vg 15 o 1 e s, 55

r@égwu\w;\?&ﬁ\n’ Ly ade
“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu



Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Ra-
sulullah sedang duduk datang serorang laki-laki
berkata:’Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau
menjawab: Islam adalah engkau menyembah Allah
dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang
wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan ber-
puasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian laki-laki itu
membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: ‘Li-
hatlah laki-laki itu” Mereka (para sahabat) tidak meli-
hat seorang pun; lalu Rasulullah berkata:’Ttu adalah Ji-
bril, datang mengajari manusia agama mereka’.” (HR.
al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang
mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemu-
dian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya
itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya
(agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-
hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan
tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang
zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas
perang.

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat
bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi
zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, mi-
salnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk mo-
dal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan
bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari
(tanpa mengurangi modal).”

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“‘Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil
zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya
kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi
dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal da-
gang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi
guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-
alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja
atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seu-
mur galib (63 tahun).”

Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk se-
umur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak
untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak
(sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya
mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu
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dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau bina-
tang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara
tanah atau ternak itu.

5. Kitab Figh as-Sunnabh, Jilid 1 hal. 407:

Jaiee i V) dlg 5y S e a3 4ty JB
uaﬁ#\&miu&ﬁ@\ﬂ&bcw\uﬁ&by

LS
‘Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat
bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia
sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya
ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu,
maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan

ilmu itu hukumnya fardu kifayah (keperluan orang
banyak dan harus ada orang yang menanganinya).

6. Kitab Figh as-Sunnabh, jilid 1 hal. 394:

sleall slas] din Wiley 3 cdld) Jowor 3 3o b ol 5oy
faate Sl 13 e SIS ) Wbl D)
Jy eged L})Léﬁ\ iy LS 38 JUL SIS
e85 & sy el o dall eyl o dazll 4
038 ydas lgie Jam A s (35 Zolal dodall 4
Osrkaiy 5l ey 21l gislly 0535 1pals L ¢l

Al e le

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam
membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah me-
nyediakan propagandis Islam dan mengirim rnereka
ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh
organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan
menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana
hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usa-
ha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabililah membiayai ma-
drasah-madrasah guna ilmu syari’at dan lainnya yang
memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam
keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh di-
beri zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang
telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak
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Menimbang:

Menetapkan:

dapat bekerja lain.”

Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, ba-
gian sabililah dan al-gharim ada yang membolehkan
ditasarutkan guna keperluan pembangunan. Dalam
kitab Figh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan:

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan
zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan
perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi
Jjamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana
kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak
ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masla-
hat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan
soal-soal agama dan negara.

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah mem-
bangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) un-
tuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan
meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) un-
tuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga
membangun kapalkapal penjelajah, pesawat tempur,

benteng, dan parit (untuk pertahanan).”

Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama
mengenai tasarufnya.

1.

Ketua
ttd

MEMUTUSKAN

Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat
bersifat produktif.

Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarutkan
guna keperluan maslahah'ammah (kepentingan
umum).

Ditetapkan :di Jakarta
Pada Tanggal : 8 Rabi'ul Akhirigo2 H
2 Februari 1982 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA

10 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



5

FATWA MUI TAHUN 1996 TENTANG PEMBERIAN ZAKAT
UNTUK BEA SISWA

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

Memperhatikan: 1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri
pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.

2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia
tanggal 13 Februari 1996.

Meningat: 1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah SAW.
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta
Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,
MEMUTUSKAN
Menetapkan: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat un-
tuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris Umum
ttd ttd
K.H. Hasan Basri Drs. H.A. Nazri Adlani



LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/I1/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan
bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan
tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramad-
han 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat
untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khusus-
nya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai beri-
kut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam ben-
tuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilil-
lah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an
surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut
sebagian ulama figh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya
umum”. Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah:

e B 15 5
Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim,

penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H

19 Februari 1996 M
Ketua Umum Ketua Komisi Fatwa
ttd ttd
K.H. Hasan Basri Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML
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FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

)}l/*:’gy/@ B;i\)j e — /’/ :

Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang:

Mengingat:

1.

bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik
penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau
penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan
tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan,
penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang
diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering
ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang status
hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan
pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang
memerlukannya.

Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS.
al-Bagarah [2]: 267).
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Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan®
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya ke-
padamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

(v o) . G 2555 sl B30 il 50 12

Ambillah zakat dari sebaglan harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mer-

eka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

Hadls hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
/// af}w\é,.aA)J\ ”)c/@bcw\cu;
aquue\o\))—”dj;\wdj; ST SRUEN

Dari Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada
zakat di dalam harta sehingga berputar satu tahun’.
(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

12 e ’“\y@\ g ilém\@a) ﬁd\u;
Mjﬁéch.\.&dM-\«oM\&ﬂdb

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:
‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba
sahaya dan kudanya’ (HR. Muslim). Imam Nawawi
berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta ginyah
(harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian,
bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

‘&"s—“u@w‘“‘s@r%waﬁf
J’/ g \ﬁbw\d\uﬁ;&\.ﬂi.\\»d\d\é’ oy

.0~ 0~

w)ﬂ\mmw)&ﬁu&ﬁl&\
Q;M\:)-E‘EWLP\LS\BM“;}:)'&)‘UMMM
" ”aiL’cAm\y&J\” e @2y ﬁd\

Dari Haktm bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tan-
gan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang

n/ju
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Memperhatikan:

1.

di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang
menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling
baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk ke-
butuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha
memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan
barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya
maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wu-
haib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam
dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw.
seperti ini. (HR. al-Bukhari)

L)ty ade ) Lo dll Sy JB JB 50,0 Q) 0
Ty Jadl o) e s Wl ol 5 58 gl e B3l
(M’““)))Jj’ﬁw

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:
‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutu-
han. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah.
Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang
yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

,JJSJTJ.;Juf@ﬁg\wﬁHrLY\éTr}d\w
oo iy ol e ) Ll s L oyl Ll
sl sl g iz @3y A SO o] ol |

5550
Al Qardlawi menilai zakat profesi ini adalah wajib
karena Islam pada dasarnya tidak mewajibkan za%at
atas harta berdasarkan sedikit atau banyaknya, akan
tetapi zakat diwajibkan atas harta benda yang telah
mencapai nishab, bersih dari hutang, serta lebih dari
kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini lah yang mene-
tapkan siapa yang tergolong kaya yang wajib zakat
sebagaimana disebut dalam al Quran (al Bagarah:

219) dan hadits Rasulullah SAW: “kewajiban hanya bagi
orang kaya”

. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi,

baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Ba-
znas.

. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu,

8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni
2003/6 Rabi’ul Akhir 1424.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan
“penghasilan” adalah setiap pendapatan se-
perti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-
lain yang diperoleh dengan cara halal, baik
rutin seperti pejabat negara, pegawai atau
karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter,
pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan
bebas lainnya.

Kedua: Hukum
Semua bentuk penghasilan halal wajib dikelu-
arkan zakatnya dengan syarat telah mencapai
nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas
85 gram.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan
pada saat menerima jika sudah cukup
nishab.

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua
penghasilan dikumpulkan selama satu
tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika
penghasilan bersihnya sudah cukup
nishab.

Keempat: Kadar Zakat
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

16 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 R. Akhiri1424 H.
07 Juni 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
K.H. Ma’ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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FATWA MUI NO 4 TAHUN 2003

TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR

(INVESTASI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang:

Mengingat:

bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan
modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin
(mustahiq), banyak ditanyakan oleh umat Islam
Indonesia;

bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa menetapkan
fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut
untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-
pihak yang memerlukannya.

Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

13350015 e Galaally Sl <A GEaN )
Sl G5 Al Jule 35 Gy AN S 35 45,06

LSS e s 5
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwa-
Jibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 60)
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Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan®.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya ke-
padamu supaya kamu berfikir. (QS Al Baqgarah [2]:219)

(v gll) L r@,f 55 b elas um (Q@J\j,e\ O id

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan me-

reka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

~
s
///
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“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:
‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba
sahaya dan kudanya! (HR. Muslim). Imam Nawawi
berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta ginyah
(harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian,
bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

‘&&‘fww‘s@r\fu»w S
ij&u\w\)&d\d\uﬁ%UA\M\d\é’ iy
uﬁ)mu\mwuﬁ)&)@bu,c Z\..Zl\
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Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tan-
gan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang
di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang
menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling
baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk ke-
butuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha
memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan
barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya
maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wu-
haib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam
dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw.
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seperti ini. (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah figh:

sl Bia e Fuj\ A

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digan-
tungkan pada kemaslahatan.”

Pendapat ulama tentang ta’khir dan istitsmar zakat:

15b Ledois QLS 655 01 5550 st e 5
JU bl 552 Y aily dear L] e 5 )aalls sy e
40 g 5 W Gle il el ol da sl
Jlss 4 3 3363 Cé.ng%!\dn)ﬂj ‘f@kbé'\sw
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MY o) Wb ily Ayl By e L 5 Limbuas

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan
dana sebagai dana bergulir.

Memperhatikan:

3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal
1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/15

Juli 2003; 30 Agustus 2003;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
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Mengingat:

FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UN-
TUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fau-
riyah), baik dari muzakki kepada amil maupun dari
amil kepada mustahiq.

Penyaluran (tauzi’/distribusi) zakat mal dari amil ke-
pada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauri-
yah, dapat di-ta’khir-kan apabila mustahiq-nya belum
ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.

Maslahat ~ ditentukan oleh Pemerintah dengan
berpegang pada  aturan-aturan  kemaslahatan
(L) g0 &>Juall) sehingga maslahat tersebut merupakan
maslahat syar'iyah.

Zakat yang di-ta’khir-kan boleh diinvestasikan (istits-
mar) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan
oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-thur-
uq al-masyruah).

b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang
diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar
studi kelayakan.

c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memi-
liki kompetensi.

d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesio-
nal dan dapat dipercaya (amanah).

e. Izin investasi (istitsmar) harus diperoleh dari
Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya
apabila terjadi kerugian ataupailit.

f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau me-
merlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat
harta zakat itu diinvestasikan.

g. Pembagian zakat yang di-ta’khir-kan karena diin-
vestasikan harus dibatasi waktunya.
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Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.
o1 Nopember 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
K.H. Ma’ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III

)}% 3;:“\):" e —— /’/ f

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

Menimbang:

Memperhatikan :

bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait
dengan masalah strategis kebangsaan, masalah
keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan;

. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak

untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman
bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;

bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia
III memiliki kewenangan untuk menjawab dan
memutuskan masalah-masalah tersebut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana

dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada
pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se
Indonesia III.

Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal
Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa MUI se Indonesia III.

Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima
Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf
Amin.

Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa

MUI se Indonesia III.

Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa



MUI se Indonesia I11.
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Masail Fighiyah Wagqiiyah Muashirah (Masalah Fikih Aktual
Kontemporer), yang meliputi masalah:

Masalah dalam wakaf

Masalah dalam zakat

Merokok

Vasektomi

Senam yoga

Bank mata dan organ tubuh lain.
Pernikahan usia dini

Produk halal

Fw e e o

PIMPINAN PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua, Sekretaris,

KH. Ma’ruf Amin Drs. HM. Ichwan Sam
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-3

TAHUN 2009 TENTANG MASALAH YANG TERKAIT
DENGAN ZAKAT

j;‘\/*?jyﬁ Y/‘}&\; e —— /-"/ ¢

A. DESKRIPSI MASALAH

Terjadinya perubahan dalam mesyarakat diikuti oleh perbedaan pola pen-
gelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah hukum
fikih.

Di sekitar bulan April dan Oktober 2008 Komite Akuntasi Syariah Dewan
Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk
Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesikan.

B. KETENTUAN HUKUM

a.

Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil

Definisi ‘amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/
disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,

Tugas ‘amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan ke-
pada mustahiq.

Fungsi ‘amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat
yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistri-
busian.

Kewajiban ‘amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para
mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan be-
sarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik
dan benar.

Hak ‘amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melak-



sanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari
harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar
zakat.

Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena
amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi
meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.

Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal
dari harta zakat.

Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugas-
nya sebagai amil.

Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung
atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak
mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

Perusahaan yang telah memenubhi syarat wajib zakat, wajib mengeluar-
kan zakat, baik sebagai syakhshiyyah i'tibariyyah ataupun sebagai peng-
ganti (wakil) dari pemegang saham.

C. REKOMENDASI

1.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan
anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
agar dapat melaksanan tugasnya, secara efektif dan produktif.

Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada
Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah

fikih zakatnya.

MUI pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap
keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat peru-
sahaan.

D. DASAR PENETAPAN

28

1.

Firman Allah SWT:
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“‘Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
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berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah: 60)

Hadis Nabi saw:
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“Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus Muadz ke yaman
bersabda: Engkau berada dilingkungan ahli kitab, maka hendaklah hal
pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Al-
lah SWT. jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beri-
tahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari
semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa
Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di an-
tara mereka dan dikembalikan kepada fugara. Apabila mereka mentaati

perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan
harta manusia (HR. Bukhari.i dan Muslim)
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Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW.
bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya
kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan
Allah, kepada yang bekerja (<amil) mengurus zakat, kepada yang punya
hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau
kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas
orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR.
Al-Baihagqi)

Pendapat Imam As-Syafii dalam al-umm, Juz Il halaman 84:
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Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan

mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukan, terma-
suk yang membantu mengumpulkan dan menariknya...

Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dan tidak ber-
lebihan. Jika amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian

dalam pengertian ujrah

Pendapat syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr Ibn Muhamad ad-Dimasyqi

As-Syafii dalam Kifayah al-Akhyar Juz I Halaman 196
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Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah amil, yaitu ornag-orang yang
diangkat oleh imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta za-
kat untuk dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan
oleh Allah SWT. la memperoleh hak mendapatkan bagian zakat sesuai
syarat-syarat amil...

Di antara syarat amil adalah menguasai ketentuan fikih zakat, sehingga
ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang ha-
rus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahik dan mana yang

tidak. la juga harus seorang yang jujur dan merdeka..

Penjelasan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam al-Mughni, Juz VI
Halaman 326:
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Ia berkata: Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, amil adalah

kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh
Imam untuk mengambil zakat dari wajib zakat, kemudian mengumpul-
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kan, menjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka
dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Demikian
Jjuga termasuk amil adalah mereka yang menghitung, mencatat, men-
imbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan penge-
lolaan zakat. Mereka semua diberikan ujrah dari harta zakat karena ia
termasuk dalam bagian biayanya.

6. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi dalam
kitab al-furu, Juz Il Halaman 457:
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Tanbih.. terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait
syarat islamnya amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta
yang diambil amil. Jika kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada
amil itu sebagai ujrah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika

itu merupakan bagian zakat dipersyaratkan keislaman amil. Menurut
madzhab yang tertulis dalam madzhab Ahmad bahwa yang diberikan

itu merupakan ujrah (upah)

7. Pendapat prof R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah
suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan
melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekay-
aan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

8. Kaidah ushul figh

o\l = Sl
Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju
9. Kaidah Fighiyyah:
sV caldl Y

Sesuatu kewajiban yang hanya sempurna dengan melakukan sesuatu
hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.
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FATWA MUI NO 8 TAHUN 2011

TENTANG AMIL ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

Mengingat:

a.

=

bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah
mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat,
yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan
lembaga amil zakat secara signifikan;

bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan
inovasiyang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali
belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum
Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan
terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan
kewajibannya;

bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan
mengenai hukum yang terkait dengan amil
zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan
kewenangannya;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:

(s ) .. g 2555 it B 2
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka... (QS. al-Taubah [9]:103)
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Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para mwallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
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“Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus

Muadz ke yaman bersabda: Engkau berada
dilingkungan ahli kitab, maka hendaklah hal pertama

yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah

kepada Allah SWT. jika mereka telah mengenal Allah
(bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah
SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam.
Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka
bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari
harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan
kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah
tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah
kehormatan harta manusia (HR. Bukharii dan
Muslim)
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“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki
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dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah
sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian
Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang
telah ia laksanakan “. (HR. Bukhari dan Muslim dari
Abi Humaid Al-Saad’idy)
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“UmarRAtelahmenugaskankepadakuuntukmengurus
harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau
memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku
berkata: sesungguhnya aku melakukan ini semua
karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.
Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai
bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat
pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku
bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan
seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW
bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau
tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan

atau sedekahkan. (HR. Muslim dari seorang Tabi’in
yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

Qaidah fighiyyah

Lo Lall = Sl

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian
yang akan dituju”

%b}@@ﬂ%@‘&yu

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan
dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara
tersebut hukumnya menjadi wajib “
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“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan “
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Memperhatikan:

1.

Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib
(Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang
definisi Amil sebagai berikut:

Geis oiidl i Uy el o Jeldi
- ’ > I }/l
“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh

imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan harta zakat “

Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzzab
(AlMajmu’ Syarah Al-Muhadzzab 6/167) yang men-
erangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya
kepada Amil sebagai berikut:
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“Apabila yang melakukan dtstrlbusz zakat adalah
Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada
delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama
adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian
harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya
sebagaidanasosial. Apabila bagian Amilsesuai dengan
kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan
diberikankepadanyabagiantersebut. Namun bilamana
bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah
pengelola zakat, maka kelebihan — di luar kewajaran
tersebut — dikembalikan untuk golongangolongan
yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional.
Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih
kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan
ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'l
berpendapat: ‘“ditambahkan dengan diambil dari
bagian kemashlahatan [ fi sabilillah]” Sekiranya ada
yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari
bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka
pendapat tersebut tidak salah “

Suz?

\_/
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3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’
Syarah Al-Muhadzzab (6/168) mengenai orang-orang
yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai beri-
kut:
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“Para pengikut madzhab Syafii berpendapat: Dan
diberi bagian dari bagian Amilyaitu ; Pengumpul wajib
zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan,
membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu
termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka
mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar1/8 dari
harta zakat karena mereka merupakan bagian dari
Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan
kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi
Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT
Pertama : Ketentuan Hukum

1. Amil zakat adalah:

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat
oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan
ibadah zakat; atau

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk
oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah
untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Beragama Islam;
b. Mukallaf (berakal dan baligh);
c. Amanabh;
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d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hu-
kum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas
Amil zakat.

Amil zakat memiliki tugas:

a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi
pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib za-
kat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan
syaratsyarat tertentu pada masing-masing objek
wajib zakat;

b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi
harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta za-
kat; dan

c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran
harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat
secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat
disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).

Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh
Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak
mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan za-
kat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat
yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabi-
lillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana
di luar zakat.

Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat —
seperti iklan — dapat dibiayai dari dana zakat yang
menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas
kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah
syariat Islam.

Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara
atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil
tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang
menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang ti-
dak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta
berhak menerima bagian dari dana zakat yang men-
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jadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip
kewajaran.

Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki
dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.

Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki
yang berasal dari harta zakat.

Kedua : Ketentuan Penutup

1.

2.,

Ketua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan seb-
agaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlu-
kan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak
untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 201 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
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FATWA MUI NO 13 TAHUN 2011
TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang: a. bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban
membayar zakat, ada amil zakat yang menarik
zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya
seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud
membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya;

b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan
mengenai apakah orang yang memiliki harta haram,
seperti barasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan
hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta
bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram
tersebut;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang zakat atas harta non-halal guna
dijadikan pedoman.

Mengingat: 1. Firman Allah SWT:

B35 (AL8T6 I e LA LT 5l

35 §5aa3 ;é%\\,.;;ﬁ&}u;oj\}\wgsj

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
Jjalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-



Memperhatikan:

1.

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
N
“Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak

menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim dari Abu
Hurairah)

s 1B 501 55 bl o)
“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai

pensucian harta”. (HR. Bukhari dari Abdullah bin
Umar)

Je e Boo 4l LY
“Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil

korupsirampasan perang.”(HR. Muslim dari Abdullah
bin Umar)

ol b Sy G 252 5 WG 5 3

sle ol O8)
“Barang siapa yang mengumpulkan harta dari cara
yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka
ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap
menanggung dosa dari harta haram tersebut.” (HR. al-

Baihagqi, al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban
dari Abu Hurairah)

Pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip
dalam kitab Al-BaHR.u Al-Raaiq (2/221) yang men-
erangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta
haram sekalipun sudah sampai satu nishab, sebagai
berikut:

Sl Y Y G5 Y Ol JQN e E2B K
55 JSTAE B LT 165 s 8 ale
DL 50 36 o8 4SR50 O s L 15a81 Js Y,

aaiy G2

“Seandainya ada seseorang yang memiliki harta
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haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat.
Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut
adalah membebaskan tanggungjawabnya atas harta
haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya
atau para ahli waris — jika bisa diketahui — , atau
disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan
— harta haram tersebut — dan tidak boleh sebagian
saja.”

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi sebagaimana dikutip
dalam kitab Fathu Al-Baari (3/180) yang menjelaskan
alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram seb-
agai berikut:

dw_sg;;’” 8 AL A M\w\d;b\}u\j
}b,gﬁuj\aﬁamdw\),wdj\a—“uﬂt}iﬁ:‘}mj

e 15 a5 e Ugia 15500 2 M‘é—c@u‘ )w&s
d\ﬁ”

“Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima
dengan alasan karena harta haram tersebut pada
hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian,
pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta
tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah
adalah bagian dari tasharruf (penggunaan) harta.
Seandainya sedekah dari harta haram itu diangggap
sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di
dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan,
dan itu menjadi mustahil’.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi
Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HA-
RAM
Pertama : Ketentuan Hukum

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik har-
tanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
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Kedua

Ketua

3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat

dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta
haram tersebut.

Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah
sebagai berikut:
a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbua-

tannya, dan ada keinginan kuat (‘azam) untuk ti-
dak mengulangi perbuatannya;

Bagi harta yang haram karena didapat dengan
cara mengambil sesuatu yang bukan haknya —
seperti mencuri dan korupsi—, maka harta terse-
but harus dikembalikan seutuhnya kepada pemi-
liknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan,
maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak
halal — seperti perdangan minuman keras dan
bunga bank — maka hasil usaha tersebut (bukan
pokok modal) secara keseluruhan harus digunak-
an untuk kemaslahatan umum.

Ketentuan Penutup

1.

2.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, den-
gan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan seb-
agaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlu-
kan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau un-
tuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17Maret 20uM

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
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FATWA MUI NO 14 TAHUN 2011
TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK

ASET KELOLAAN

b

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong
munculnya perkembangan tata kelola dana zakat
oleh amil zakat;

bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya
perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan
kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam
jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam
bentuk aset kelolaan;

bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah
masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum
penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk
aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:

(ry sl o G iS535 LRTER3 B850 LISal (s S5
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka... (QS. al-Taubah [9]:103)
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251 e Gl w§u;3\; S5E BELAN )
M\ \j%ﬂ\&wéj Uu_)\’-“j ub)\ /O)jb
m&ﬁ:\&“”\)“w\ u“’*@ff

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

”“\&as,l\u\ ’/’“\y)w\.«_cw\u,c
gg(:;y RN+ u;ﬂ\g\’ : ’“\@o)bw SRS
cdﬂb;&\hbubcm\dy)d\)c \Y\A\S\Yu\ob\.@.‘u
rfkﬁéuwwr@,‘.&ﬁ "“\,\.wm\u\rz.l}.cb
r@l\i f’"\ﬁé\u\(&@_&b&ﬁﬂ\}c\k\rﬁubcwj

-7 5 eldl e S8 il 3 B

(LE)BE:J\"\)))

Dari Ibnu <Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu
‘alaihiwa sallam telah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman,
lalu beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk bersaksi
sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan
sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka
mentaatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya
Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu
dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya,
beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah
mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil
dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan
kepada orang-orang fakir diantara mereka” (Hadis
Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayat-
kan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Da-
ruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan
bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih
dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut:
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Memperhatikan :

1.

j\u%-% \U_J\J_a\zwmso);\”du
j:&-‘;j }é——‘bi:)}—b\‘oj-d\jw\u& A.«a\\d :..x,.i
Lo i-ﬁ*-"j\‘j (*L“)%LC‘LM&}O@J\ g/)\?uo}!

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah
kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai
pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena
yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih
baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah”
(HR. Bukhari, al-Thabrani, dan al-Daruquthni)

Qaidah fighiyyah:

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian
yang akan dituju

sl B el B il

“Tindakan pemimpin | pemegang otoritas | terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-

Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin
2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta
zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

‘Q\é&ﬂ;gs—_\ 5 JU 5;;\23;;3:,\\:’“ 225
...... GdTEes )

“Maka keduanya — fakir dan miskin — diberikan harta
zakatdengancara;bilaiabiasaberdagang, diberimodal
berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya
cukup untuk memenuhi kebutuhan hzdupnya bila ia
bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ...

Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Syarah Al-
Minhaj li al-Nawawi (6/161) yang menerangkan
pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan
pembelian aset untuknya sebagai berikut:

V5 8,2 LS Lgie 8 et o 0 oSl i) &)
OV ol 3 ey LI jae e o e LS am 35\
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4.

helade e sl ol el VI fag ¥y o5ke) asl)
@%gwxwyy;mﬁpmwj,m@
gﬂ@ﬂ%bﬂ;Swu&aﬂ\&bw\w

3

wu)fjéwu@\fMMJW\w

“Orang fakir dan miskin - bila keduanya tidak mampu
untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan
— diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan
seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang
umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan
untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup.
Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia,
maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan
hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan
di sini — orang yang tidak dapat bekerja — diberikan
dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia
diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti
yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi
mustahiq zakat".

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu
Fatawa (25/82 ) yang menyatakan kebolehan menge-
luarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemasla-
hatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

S-\.L_C\ \‘;;.LEaKJ.U &W\ ij.\ Q\ k}‘.‘) ......... é.s
’C;\\;:\gu\k;f)\‘u\esfw ’c;:\u;;g, ¥

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena
adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan
keadilan maka hukumnya boleh ... ... seperti adanya
permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat
diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja
karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai
dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga
kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian -
dalam bentuk nilai — lebih bermanfat kepada kaum
fakir “

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentashar-
rufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Ke-
maslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
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Menetapkan:

Pertama

Kedua

Ketiga

5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Ta-
hun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan
Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pon-
dok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua
pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi
Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang dia-
dakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam
pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, se-
mentara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Ketentuan Hukum

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelo-
laan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq
untuk menerima harta zakat.

2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi
para mustahiq zakat.

3. Bagiselain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan
aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq
zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar
untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, den-
gan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan seb-
agaimana mestinya.
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2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlu-
kan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau un-
tuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :12 Rabi'ul Tsanii432 H
17 Maret 201 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
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FATWA MUI NO 15 TAHUN 2011
TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN
PENYALURAN HARTA ZAKAT

[V

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang: a. bahwa dalam hal operasional

Mengingat:

dengan ketentuan;

b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan
mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran
harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat
kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil
zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat
mugqayyadah, serta sumber biaya operasional untuk
kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat

guna dijadikan pedoman.

1. Firman Allah SWT:

() iiogell) L G 2eSHs onTks FERVA r@l\f\ Ge 3k

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

mereka... (QS. al-Taubah [9]: 10

penarikan,
pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan
adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring
dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai
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G 1555 he Bas il 0 2
“Ambillah zakat dan sebagtan harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka“ (QS. AlTaubah: 103).

135015 e sl oSl (5E0 Seaa )
Sl 5 Al st 35 G W85 QBN 35 28508
S5 e iy A 5a 2 5

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

J6 ) s oy W s e il Lo 1

reltl 5 A58 0SY e B8 &) (@Pu

.w)/

R RN Yy e
“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke
Yaman bersabda: ... ... ... Dan beritahukan kepada

mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang
diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan
dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara
mereka “. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

w\};\?ww\@\g.\i&w@
“Rasulullah  SAW menugaskan seorang laki-laki
dari bani AlAsdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah
sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian
Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang

telah ia laksanakan” (HR. Bukhari dan Muslim dari
Abi Humaid Al-Saa’idy)

el ad) ety e 3 W L uall e el
Lo 3 s, bl e o ly e L) redas Wlens
Jo s, ghans b gy age e cdae 13 31 eel
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Memperhatikan:

1.

Giuasy K6 AL Ol 4 e
“UmarRAtelahmenugaskankepadakuuntukmengurus
harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau
memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku
berkata: sesungguhnya aku menlakukan ini semua
karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.
Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai
bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat
pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku
bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan
seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW
bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau
tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan
atau sedekahkan. (HR. Muslim dari seorang Tabi'in
yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

Qaidah fighiyyah

Lo Lall o= Sl

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian
yang akan dituju “

eVl Y

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan
dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara
tersebut hukumnya menjadi wajib “

151.5dL Bis e go@uyf\ A

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib
(Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang
definisi Amil sebagai berikut:

G5 oBid 33 Je ey daa o Jady
/;/:c )/B

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh
imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan harta zakat “
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2.

Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzzab (Al-
Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab 6/167) yang menerang-
kan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada
Amil sebagai berikut:

ool T Jegis pul DK)\’“f’sﬁ\amg
33’9”’13::&%6 udj\fy&uj( %)
‘M\ug\gu‘auwbjyai;ub@u@g\
&Jm“ 3 f‘ij"\ . I K Ol eadll 4253 "‘ij"\
‘S;'“" AJJ.>\ J.e\ o u\) 4‘&@,&@# &6 oY cu\MaY\
Js 3 @L;;S\FPUAV;; O,ju\gw S \w

wbuubguw\)\fuyuﬂrw

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah
Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada
delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama
adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian
harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya
sebagaidanasosial. Apabila bagian Amilsesuaidengan
kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan
diberikan kepadanyabagiantersebut. Namunbilamana
bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah
pengelola zakat, maka kelebihan — di luar kewajaran
tersebut — dikembalikan untuk golongangolongan
yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional.
Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih
kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan
ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’l
berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari
bagian kemashlahatan [ fi sabilillah]” Sekiranya ada
yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari
bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka
pendapat tersebut tidak salah “

\,\\

Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’
Syarah Al-Muhadzzab (6/168) mengenai orang-orang
yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai beri-
kut:

;,;&s\; e g,;;,),}g ;@\;3.\ 2 sl J6
Ge e ¢ el il 5 QU b\.@ r\iﬁ\j S5
‘Jﬁw\ﬁué;d\w\wujﬁ,j&\; Loz ¢ JER)
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Menetapkan:

Pertama
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“Para pengikut madzhab Syafii berpendapat: Dan
diberi bagian dari bagian Amilyaitu; Pengumpul wajib
zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan,
membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu
termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka
mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar1/8 dari
harta zakat karena mereka merupakan bagian dari
Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan
kewajarannya.

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi
Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN
PENYALURAN HARTA ZAKAT

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta
zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penen-
tuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran
tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-
masing objek wajib zakat.

Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan
yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta
pengamanan harta zakat.

Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian
harta zakat agar sampai kepada para mustakhiq zakat
secara benar dan baik.

Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentu-
kan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf,
orang perorang, maupun lokasinya.
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Ketentuan Hukum

1.

Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang
dilakukan secara aktif.

Pemeliharan zakat merupakan tanggung jawab amil
sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul ama-
nah.

Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik, namun di luar kemampuannya terjadi keru-
sakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani
tanggung jawab penggantian.

Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil
zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran za-
kat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para
mustahiq zakat.

Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4,
maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi ba-
gian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil za-
kat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional
penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang
mengambil dana.

Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin bo-
leh menerima zakat atas nama fi sabilillah. Biaya op-
erasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu
kepada ketentuan angka 5.

Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuh-
kan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil
dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila
penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak mem-
butuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayya-
dah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil
tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muza-

Kkki.

Ketentuan Penutup

1.

2.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, den-
gan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan seb-
agaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlu-
kan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau
untuk menyebarluaskan fatwa ini.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :12 Rabi'ul Tsani 1432 H
1i7Maret 20uM

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
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FATWA MUI NO 1 MUNAS 2015

TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
DAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH

DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT

[P

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal
09 - 12 Dzulqaidah 1436 H/24-27 Agustus 2015 M, setelah:

Menimbang:

a.

bahwa salah satu hikmah disyari'atkannya zakat
adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang berhak (mustahiq) guna menjamin kebutuhan
pokoknya;

bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat
beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses
terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi
dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka,
hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit,
seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air,
atau oleh air yang tercemar;

bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan
mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat
agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak
mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang
salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih
dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk
pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna



Mengingat

1.

dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:

a.

Firman Allah SWT yang memerintahkan pem-
bayaran zakat:

Lo Zs 0ssEy S Zie - o0 y.oF o 23
Lgiﬁtf})rﬁﬁbumrg\jﬁ\&»
‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka.” (QS. Al-Taubah: 103).

Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok
yang berhak menerima zakat:

e Gy oS udly LA SEa )
A Jole 35 Gy Wl QBT 35 28,6 25l
“‘Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

dan Allah Maha Mengetahuilagi Maha Bijaksana”
(QS. Al-Taubah: 60).

Firman Allah SWT yang menerangkan posisi
penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia,
hewan, maupun tumbuhan:

O3ed Yol &5 sod 8- e Wasg
“..dan dari air Kami jadikan semua yang hidup...“
(al-Anbiya: 30)
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“Dan apakah mereka tidak memperhatikan,
bahwasannya kami menghalau (awan yang
mengandung) airkebumiyangtandus, laludengan
air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya
binatang-binatang mereka dan diri mereka
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4.

makan. Tidakkah mereka memperhatikan?“ (al-
Sajdah: 27)

-
T o7

—w
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35 Col5Es
“Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah
menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan
dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka
macam jenisnya?“ (Fathir: 27)

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

Juug\g\\s\_mwugﬁwm\y@\di

4 -0 5z

é.e \u_abj_se\_{jr@...\.c°/i’ u/oj_ww\u\f.mpb

r@_)\ 3 o Jjé
“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke
Yaman bersabda: ... ... ... Dan beritahukan kepada

mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang
diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan
dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara
mereka “. (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu
Abbas)

Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-
Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan
bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih
dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut:

)Tua»—«—4d” \U_L’J\L}_mﬁwm\sojsb.adb
T }%ﬂbuj—b\co)ﬂ\)ﬁd\u& CERWALL W
£330 ey ade bl o 23 O

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah
kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai
pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena
yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih
baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah “

Qaidah fighiyyah

2olidl 222 sl
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Memperhatikan :

1.

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian
yang akan dituju”

1ol Bis el e Fu;}\ A

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan“

Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-
Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aanatu
Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan
penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq
sebagai berikut:

42 a2g Ji Sh B 525 ) Wil § i
~ Z . T

...... GTESs

“Maka keduanya — fakir dan miskin — diberikan harta
zakatdengancara;bilaiabiasaberdagang, diberimodal
berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia

«

bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... ... “.

Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-
Maraghi” Jilid IV halaman 145:

wloye d) Josl) 3okl sp Al ey (401 Joee 35
Pl 5= 9y ezl Ol ladl e s s gt
?j@ﬁdﬁbd&&)&\wdé\ww\m\
DHlacy Opadly o) sloy ol i e
“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah
dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillah>
ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga
untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA
memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala
usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat,
membangun jembatan dan benteng, memakmurkan
masjid dan lain sebagainya“.

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu
Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan
mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada
kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

62 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



e mdw\j\wm)\awwxc SRHF
2| 1505 630 Rt G O s 5
ST 2 5 5T B gl cu\uaﬁW\

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena
adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan
keadilan maka hukumnya boleh ... ... seperti adanya
permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat
diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja
karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai
dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga
kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian -
dalam bentuk nilai — lebih bermanfat kepada kaum
fakir “

Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam Figh al-
Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii
ii,hlm.876

8 JIEHIC o 552 Y ail e cnlill slgas wla 3|
oA e clls 42y sl el e Jlas bl S5 e
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“Mayoritas fugaha madzhab bersepakat bahwa tidak
boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang
disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan
jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah
SWT yang tidak ada unsur pengalihan kepemilikan.
Karena Allah SWT  berfirman: “Sesungguhnya
zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir’.
Kata “innamaa” di sini berfungsi membatasi dan
menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan
cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan

\
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zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur
pengalihan hak mtlzk sama sekali. Akan tetapi, Imam
al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah”
dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di
dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan
kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan.
Karena kata “fi sabilillah” bersifat umum dalam hal
kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan
sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama
Hanafiyyah menafsirkan kata “fii sabiilillah” dengan
menuntut ilmi sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain’.

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Figh as-Sunnah
jilid 1 hal. 394:

uu\.a JC r@.ﬂj\ 13s ° u.A &.}j\aj\ M’: 7 )LJ\M g)
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“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan
zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan
perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi
Jjamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana
kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidak
ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini
tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada
hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...
Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah
membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit)
untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan
dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel)
untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk
Jjuga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat
tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).

Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun
1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat
untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok
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MENETAPKAN

Pertama

Kedua

pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua
pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari
1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah
Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZA-

KAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBAN-
GUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diada-
kan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam
pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat,
sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq
zakat.

: Ketentuan Hukum

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi ma-
syarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai
wujud dari implementasi hifzhu an-nafs (menjaga
jiwa).

2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan
sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mus-
tahiq yang bersifat langsung.

b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi
tersebut diperuntukkan untuk kepentingan ke-
maslahatan umum (maslahah aammah) dan
kebajikan (al-birr).

3. Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf
untuk pembangunan sarana air bersih dan sani-
tasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan
umum.
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Ketiga

Keempat

Ketua

1.

1.

: Rekomendasi

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih
dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah
satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang
cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi untuk masyarakat.

. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan

hemat air dan menjamin kebersihan air dan meng-
hindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.

. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakat-
nya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab
kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penye-
diaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
muslim yang membutuhkan.

: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan se-
bagaimana mestinya.

. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memer-
lukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :12 Dzulqadah 1436 H
27 Agustus 2015 M

KOMISI C BIDANG FATWA

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Pendamping:

1. Prof. Dr. Yunahar Ilyas
2. Prof. Dr. Didin Hafidhudin
3. Prof Dr. Muslim Ibrahim
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KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VITAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH)

¢ AR -
RS2
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok

Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban
1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah fikih kon-
temporer, baik yang terkait dengan masalah
ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu penge-
tahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat
Islam dan bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut membu-
tuhkan jawaban hukum Islam dari para ula-
ma komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama
Komisi Fatwa;

c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana
huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Kepu-
tusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadi-
kan pedoman.

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah se-
bagaimana terlampir dalam keputusan, baik
al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain
yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timban-
gan maslahah- mafsadah yang disampaikan se-
bagaimana terlampir dalam keputusan.
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Memperhatikan : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara
Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiyyah
Mu’ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang
Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fat-
wa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

68

1.

Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Muashirah) yang meliputi;

(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;

(if) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Ke-
wajiban Pembayaran Zakat;

(iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wa-
jib;

(iv) Obyek Zakat Penghasilan;

(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan

(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan
Pejabat Publik,

Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini ke-
pada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemu-
dian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempur-
naan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Pesantren Al-Falah
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Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal :23 Sya'’baniq3g H
gMei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Dr.H.M.Asrorun Ni’am Sholeh,MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi MasalahJasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan
bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk
penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang
tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk mem-
peroleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1)
UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di
persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya pe-
rubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyada-
ran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh
keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu
diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan.

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layan-
an hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan
hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak
hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan
bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi,
sering kali kebutuhaan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membu-
tuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertan-
yaan (mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat un-
tuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.



B. Perumusan Masalah

1.

Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan
hukum?

Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi
sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dam prinsip
keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1.

Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hu-
kum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;

b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang ter-
dzalimi (madzlum);

c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang berten-
tangan dengan agama.

Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir,
miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah di-
proses;

Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan

Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan
(asnaf) fi sabilillah,;

Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang
berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah;

Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai
dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 dituju-
kan untuk:

a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
Menjamin kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah);

c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta;

d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan
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Firman Allah SWT.:
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibu-
Jjuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhuta-
ng, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Men-
getahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah ayat 60)

Qj.wa.ﬁ}’ L)J)bﬂdo-juj.)qj jf)&fw\"\-‘j

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

Hadis-hadis Nabi saw.:

{)Lal 5); ¢ &) J“’ [RERF
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“Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang ber-
hak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah,
menegak/can shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa
Ramadhan.” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)
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Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab,
ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq se-
lain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi
ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan
atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka me-
matuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajib-
kan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberi-
kan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

y-c@m&\ymdy)dwummy)@g\w@icﬁ
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Diriwayatkan dari Abi Sawid al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW.
bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya
kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan
Allah, kepada yang bekerja (<amil) mengurus zakat, kepada yang punya
hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau
kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas
orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR.
Al-Baihagqi)

3. Pendapat Ulama

a.

Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam
kitab Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan
kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq seb-
agai berikut:

TS ST ) sais 0 \);;\23;;30 W§uaw

“Maka keduanya — fakir dan miskin — diberikan harta zakat dengan
cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diper-
kirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ...
Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” Jilid IV
halaman 145;

0 3L gty bz ye ] fosll gl g Al oy (41 Jo 35
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“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih
pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillahs ialah orang-orang yang ber-
perang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam
Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha

ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan
dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya“

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82)
yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang se-
nilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

a5 Jhs mwumdmu\w)\gwmwfwj
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“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat
(kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya bo-
leh ... seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta
zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena
lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mer-
eka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa
pemberian — dalam bentuk nilai - lebih bermanfat kepada kaum fa-
kir“.

. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighas-Sunnabh jilid 1 hal. 394:

2255 é\ S5 et r@‘ 158 (e S0 57D A G5
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“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari
bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyem-
purnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan
sarana-sarana kesehatan bagijamaah hayji, selagi untuk semua tidak
ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat
umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan nega-
ra...

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah
sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, memban-
gun jalan-jalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel)
untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga memban-
gun kapal-kapal penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (un-
tuk pertahanan).

. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang
mengutip Imam al-Qaffal:

"j") Cz?. J OBl L.}j\o \j)\"\ r@.:\ +aall ua;u uﬁdhuﬂ\ J.a.:)
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Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli figih, bahwa mereka
memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala
sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertah-
anan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu men-
cakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegas-
kan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah,
pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak
membolehkan dan membolehkan.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pem-
berian Zakat untuk Beasiswa.
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
ULIL AMRI DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ZAKAT

}Z}% 3;'%\; e ———— /’/ ¢

A. Diskripsi Masalah

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh peme-
rintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN
(Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap
bulannya. Wacana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden
(PP) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan tersebut.
Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN Muslim sudah tertera dalam UU
No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun
2014 tentang pelaksaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisa-
si Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda,
BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini
belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola

dengan baik.

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat
tentang kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa
umat Islam, khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam,
untuk membayar zakat dari penghasilan gajinya. Terhadap perte-
nyaan tersebut terjadi kontroversi di tengah masyarakat, ada yang
menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu, dan ada
yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan. Untuk
memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah
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menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1.

Apakah Pemerintah (ulil amri) berkewajiban untuk menetapkan
aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?

Apakah boleh Pemerintah (ulil amri) melakukan pemotongan
langsung gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang ber-
sangkutan?

Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-
batasannya?

C. Ketentuan Hukum

1.

Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar’i untuk menetap-
kan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.
Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar’i untuk
memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.
Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan
prinsip syariah.

Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh ne-
gara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam
wajib mematuhinya.

D. Dasar Penetapan

Firman Allah SWT.:

&S/“ i Péj\f‘ P &

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan
dan menyucikan mereka. (QS. At Taubah: 103)

Hadis Nabi saw.
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Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata: nabi mengutus kepada
Umar bin Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil,
khalid bin Walid dan Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW.
bersabda: ibnu jamil tidak dengki kecuali dia seorang yang faqir
semoga allah memberi kekayaan kepadanya, dan adapun Khalid bin
Walid maka sesungghnya kalian semua termasuk orang yang dzalim
dan abadi maka katika dia mempertahankan otoritasnya dan men-
gadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu sebagai paman
Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya, kemudian
Nabi bersabda: tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang itu
mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud).
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Dari Az-ZuHR.i, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia
berkata: Abu Humaid As-Sa’idi berkata Nabi saw. mengangkat se-
seorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurusi
zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “ini un-
tuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya.” Rasulullah SAW. kemu-
dian berdiri diatas mimbar seraya bersabda: kenapa dengan pekerja
zakat yang kita angkat ini datang kepadaku dan berkata: “ini untuk
anda dan ini dihadiahkan untuk saya” kenapa ia tidak duduk saja
di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan di-
beri hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad berada
dalam kekuasaanNya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya
sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya
di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersu-
ara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya
sampai kelihatan ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah ke-
cuali telah aku sampaikan, sungquh telah aku sampaikan, sungguh
telah aku sampaikan. Hisyam bin Urwah menambahi: Abu Humaid
berkata: aku telah mendengar dengan telingaku dan melihat dengan
mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin Tsabit. (HR. al-Bukhari)
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Atsar Shahabah
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Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah SAW. wafat yang
kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang <Arab
ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat).
Maka (ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), <Umar bin
Al Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang pa-
dahal Rasulullah SAW. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk
memerangi manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah.
Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah
dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan per-
hitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. ber-
kata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisah-
kan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak
harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak
kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah
Shallallahwalaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebab-
kan keengganan itu. Berkata, <Umar bin Al Khaththab ra.: Demi Allah,
ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu
Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

4. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam al Nawawi dalam a/ Majmu Syarh al Muhadz-
dzab, Juz 6
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Pengarang r.a. berkata: wajib bagi imam mengutus seseorang
yang bertanggung jawab untk mengambil zakat, karena Nabi
SAW. dan Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan
karena diantara golongan manusia terdapat orang yang memi-
liki harta namun ia tak tahu apa yang wajib atas hartanya itu,
dan juga ada orang yang kikir. Maka oleh karena itu wajib meng-
utus orang untuk mengambil zakat tersebut, dan tidaklah seorang
imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang merdeka, adil
dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan amanat.

. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab al Ahkam al Sulthani-
yah
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Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil,maka ada dua
pendapat: salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia
bertugas untuk mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak
bagi orang-orang yang memiliki harta mengeluarkan akat den-
gan sendirinya, dan jika mereka telah mengeluarkan zakat terse-
but itu maka belum dianggap cukup.

Pendapat Imam Al-Syaukani
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Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat

ada pada Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya,
berbeda halnya dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).

. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al
Haitamy dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj, Juz 3 hal 345
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(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan
zakat kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang
lebih tahu para mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi
secara menyeluruh dan ia tak terikat oleh siapapun. Berbeda den-
gan orang yang mengeluarkan zakat sendiri, karena terkadang ia
memberikan zakat terhadap orang yang tidak berhak menerima
zakat.
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e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam al Mughni, Juz 2 hal 267
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Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang
berhak menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaima-
na orang yang memberi hutangan kepada orang yang berhutang
dan seperti zakat harta yang bersifat abstrak karena sesungguh-
nyamengeluarkan zakat seperti itu termasuk salah satu macam
zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat yang lain.

f. Pendapat Imam al Dasuqy, Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al
Kabir, Juz 1 hal 504
Cl e Bl 2200) 512 T G521 £

-

36 s s NJE

Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemu-
dian ia mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak
dibenarkan

Ensiklopedi Fikih Kuwait
JUWOE 2l gy Bl o) Ca.d\ PP ER SRR r\»ﬁ!\ b ) W]
LBlas) ae u\Jg-\) Gl Jola! r\,ﬁf\ d) Al 585 63 9 LL\;)\ |,als
e gl gz g dans s ¢ Lgag 555)) 3sb oy b Jaladl rUYL s AN
(CRIPNEWEF]

Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya ke-
pada imam itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak.
Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil,
maka diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepaka-
tan ulama. Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini
adalah orang yang mengambil zakat dengan semestinya dan mem-

baginya kepada yang berhak.

E. Rekomendasi:

1.

Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan
penunaian zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa ke-
agamaan sebagai pedoman.

Pemerintah merumuskan kebijakan Insentif Zakat, dengan menja-
dikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak.
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN
SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB

Pl o

'

A. Diskripsi Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur
pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah
wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan pua-
sa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan
kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan
umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada
awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah me-
lalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur
Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang
ada ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar za-
kat atas hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu
ada pertanyaan mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilak-
sanakan, yaitu apakah pungutan bulanan atas gaji pegawai yang di-
lakukan oleh pemerintah itu termasuk zakat atau infak atau sedekah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum
syarat haul terpenuhi?



84

Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya
di setiap bulan saat menerima gaji?

Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bu-
lannya?

C. Ketentuan Hukum

1.

Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di
setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum
mencapai satu tahun.

Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya
mencapai Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap
bulan sebagai titipan pembayaran zakat.

Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru
berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mus-
tahiq setelah mencapai nisab.

Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak
mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan din-
yatakan sebagai infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.

Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahu-
nan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur
negara yang wajib zakat.

Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab,
baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.

Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka
baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

D. Dasar Penetapan

1.

Firman Allah SWT..
uaﬂ\ r,_ejtz;;ﬁwf 28 G AT 5 L LET 5l 2T
G108 15 4 1phaad BT Y] s \,Mju}&:@@;\gxgv)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) seba-
gian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memil-
ih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meminc-
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ingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji. (QS. Al Bagarah [2]: 267)

AHE SN SlEpas 785 ol as olis L ol 545
p5 i 515 SN 18] 0,25 (e 158 B8 3185 GUASS U1 6,831

Grd LN EA N TS S sl
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang ber-
macam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya);

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

Hadis Nabi saw.:

(s 34 @555 32 O 3 a8io oS 3 ey
Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Ra-
sulullah Shallallaahu <alaihi wasallam untuk mempercepat pem-

bayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau
memberikan keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)

ple olaad) 585 B3l 06 ) o) J6 ey ade ) Lo 1 0 e 0
SHUNPR

Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini.
(HR. Turmudzi 681).

Kaidah Fikih:

8 s 552 Y gt 180 51 2L 1 2305 38 515 S o))
Lra b 5l Comgdl L85 sl o s Weai 595 sy
Sy

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan ke-
duanya, tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan bo-
leh dilakukan setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewa-
Jjiban atau syarat wajibnya.
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG OBYEK ZAKAT PENGHASILAN

3*{’_)/'?)49’/;‘—/;9

A. Diskripsi Masalah

Menteri Agama Republik Indonesia, Lugman Hakim Syaifuddin dalam
salah satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media menge-
mukakan wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ran-
cana itu akan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam
kesempatan itu beliau menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapa-
tannya dalam satu tahun mencapai seukuran nishab zakat, yaitu se-
harga 85 gram emas akan dikenai wajib zakat dan akan dipotong setiap
bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai cicilan zakat. Dengan ini
dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram emas adalah 600.000
rupiah, maka ASN yang berpenghasilan 600.000 x 85 = 51.000.000: 12
= 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam rancan-
gan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat
itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi
pajak, serta tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya men-
genai ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada
dua persoalan yang perlu dicermati. Pertama, Apakah seorang ASN
yang berpenghasilan sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya
yang diwajibkan mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah
SAW.. “zakat itu dipungut dari orang kaya”. Apakah seorang ASN den-
gan penghasilan empat atau lima jutaan satu bulan bisa dikategorikan
sebagai orang kaya? Kedua, apakah dasar pehitungan itu diambil dari
take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak dipotong zakat?,
sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan diinfagkan itu

adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan dihitung dari



seluruh penghasilan.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam
menetapkan siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi
pemotongan terhadap penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya
dia bukan muzakki tetapi adalah mustahiq, maka perlu dijelaskan
aturan syari’at tentang syarat harta (kekayaan) yang wajib dikeluarkan
zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur'an dan Hadis maka
para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang wajib
dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Menca-
pai satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (al-hajah al- ashli-
yyah), 5. bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta
kekayaan).

B. Perumusan Masalah
1. Apajenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?

2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto
(take home pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasion-
al kerja?

C. Ketetapan Hukum

1. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap
pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang
diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara,
pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, penga-
cara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh
dari pekerjaan bebas lainnya.

2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara
termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang me-
lekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan
lainnya yang bersifat tetap.

3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah
penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3
Tahun 2003.

4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ial-
ah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al
ashliyah).
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Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;
a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;

b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kes-
ehatan dan pendidikannya;

Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasar-
kan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);

Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4
adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);

Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana
dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah
seseorang itu wajib zakat atau tidak.

D. Dasar Penetapan

1.

Firman Allah SWT. ..

N A RCR NI EIN TR rel0 KU A I CIICYN PO R PR S B

:));g TLw
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan” Demikianlah Allah men-

erangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al
Baqarah [2]:219)
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Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) seba-
gian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memil-
ih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meminc-

ingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji (QS Al Bagarah [ ]: 267)
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Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
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yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang ber-
macam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya);
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

Hadis Nabi saw. ...
Zedl o2 55k L;T’C,; S Candh 2 Sal 0T 06 & a0 5

Dari Az ZuHR.iy berkata, telah mengabarkan kepada saya Said bin
Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. ber-
kata,: Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cu-
kup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang
yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam Bukhari)
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Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tangan yang
diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah
untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah
yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk ke-
butuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara
dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusa-
ha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan
dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari
bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. seperti ini. (HR. al-
Bukhari)
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Abu Hurairah ra. berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw.
dan berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling be-
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sar pahalanya?. Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu
dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-
angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya
hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu
berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta
itu milik si fulan. (Muttafaq alaih)
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Dari Ibnu <Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mwadz ra.
ke negeri Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah
(persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan
bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya,
maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat
lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya,
maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka
shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang

kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR.
al-Bukhari)

3. Pendapat Ulama

a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi ‘ala Muslim di
kitab al zakah dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al
Bari di kitab al Zakah

cw&uwuw\ww&b M\Jw\.ow

ey Lo lo saatny 58 ban et b aall sl 00,
oo Al Ll & M\Jﬂm\euwg\.@ 44.4-\}?.)4.4-\.@.@&@

13) P2 .\9)\ U\c p C‘“;L @MUAQY cadb:cméom
fm\zmbwum&uﬁu))&@wrlm\sf)ccb\

e e lede

.,\.su@)bu.&al\ J..aﬁ\ Eoad] LSMQ\)L?&\) LS)U\cﬁéj
ummbhé—dm\]umyg&du\)u@\@#fw\

Majelis Ulama Indonesia 91



92

Ly pall ) g5 Lo J g 138 (3 5801 gm0l
dl iz 6y sl i cade oY il toallp A aze SYE
‘rﬁ&@)@y\)ﬁmwmu}@mw@@é%u
xS 3 L )L oM 5l acas A Ul el a0 ue 3T 131 asl @,
o Sl adn chin 136 - 8 Jo dl ai el sy o0

say_aall aae e et Lo JoY JadV) (2 ados <38, )
A s ol Y1 e o, o g cari

Imam Nawawi berkata: Rasulullah SAW.. bersabda: sebaik-baik
sedkah adalah yang tidak bergantung pada poros kekayaan .
maksudanya adalah sedekahyang paling utama ialah sedekah
yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa memanfaatkan
hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling
utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk
kemaslahatan dan kebutuhannya.keutamaa ini dinisbatkan ke-
pada mereka yang menyedekahkan seluruh hartanya, karena
mungkin saja mereka akan menyesal akan hal itu, sebab tak ada
lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada saat keadaan
membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang menyedekah-
kan sebagian hartaya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia
tidak akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.

Ibnu Hajar Al-asqolani dalam kitab fathul bari mengatakan:
menurut pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah
adalah sedekah yang dilakukan setelah memenuhi hak diri send-
iri, keluarga yang digambarkan dengan adanya orang yang ber-
sedekah tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah. Arti
“tidak butuh” di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutu-
han pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi
aurat (berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang
untuk menjauhkan dirinya dari marabahaya maka dalam hal
ini tidak boleh mendahulukan orang lain bahkan bisa menjadi
haram, karena akan menimbulkan kerusakan terhadap dirinya.
Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya. Dan
ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka bo-
leh mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah
seekahnya sebagai sedekah yang paling utama karena telah men-
gatasi kebutuhan-kebutuhannya dahulu. Dan dengan demikian
pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa dinetralisir.

. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn ‘Abidin jilid 2 hala-

man 6
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Pendapat Ibnu Abidin: Kami berkata “kebutuhan pokok” itu di-
karenakan manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir
tidak ada habisnya. Khususnya zaman sekarang yang didalam-
nya hampir menjadikan kesempurnaan sebagai kebutuhan dan
kebutuhan sebagai hal yang pokok. Tidaklah setiap hal yang dis-

enangi manusia dianggap sebagai kebutuhan pokok karena anak
adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi emas,
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ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang di-
maksud dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuh-
kan manusia untuk terus hidup dalam dunia ini, seperti pangan,
sandang , minum dan tempat tinggalnya. Dan hal-hal lain yang
mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-buku pelajaran dan
penunjang dan lain-lain.

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok
dengan tafsiran yang terperinci, tafsiran itu berbunyi: kebutuhan
pokok yang dimaksud adalah yang mencegah seseorang dari ke-
binasaan secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat-alat
perang, pakaian yang melindungki dikala panas dan dingin.
Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang
perlu melunasi hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga
mampu mencegahnya dari penjara yang didibaratkan seperti
kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan, kendaraan, kitab-
kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka
adalah kerusakan.

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dir-
ham itu tidak ada wujudnya sebagaimana air yang digunakan
untuk menghilangkan dahaga, maka sama saja air itu tidak ada.
Dan boleh menurut mereke bertayammum (Hasyiyah Ibnu Abi-

din..)

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama
menganggap ilmu sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan
adalah sebuah kematian dan kerusakan. Dan para ulama be-
ranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak kebodohan adalah
sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan
yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mence-
gah dari ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama berang-
gapan bahwa kebebasan adalah sebuah kehidupan sedangkan
batas dan pengekangan adalah sebuah kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa
kebutuhan manusia berubah dab berkembang sesuai peruba-
han zaman, lingkungan dan dan keaaan dan yang pling utama
adalah menyerahan hal itu kepada orang yang kompeten dalam
bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah keu-
than-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarg-
anya seperti istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak
keluarga yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka yang
termasuk kebutuhannya.
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FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA
Z1S UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN

Menimbang

Mengingat

DAMPAKNYA

)}% §;ﬁ\’: S —— /’/ ¢

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

a.

bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah se-
bagai rukun Islam yang ketentuannya diatur seca-
ra khusus berdasarkan syariat Islam;

bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya
terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek
sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan
lain;

bahwa dalam rangka menghadapi wabah CO-
VID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi
untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wa-
bah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga
harta infak dan shadaqah;

bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang
hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan sha-
daqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19
dan dampaknya;

. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia me-

mandang perlu menetapkan fatwa tentang pe-
manfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk
penanggulangan wabah COVID-19 dan dampak-
nya sebagai pedoman.

Firman Allah SWT:
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

wa5; e calals (s Shadl) 2aid) &)

Jord u’)“” o 3 B2 u\éjﬂ S ezijﬁ
Sesunggu/znya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mwallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-
Taubah [9] 60)

“, Js-.,
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Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267)

(08 55,5d1) L el 8 G5kt 186 dlsglas

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih darikeperluan’.
(QS. al-Baqarah [2]: 219)

CEREI M- AN SRR

Dan  bertolong-tolonganlah  kalian  dalam
melakukan kebaikan dan tagwa. (QS. al-Maidah

[5]:2)
ROHPRAH WLQ) 15505 9‘}3 3§ O5aad uﬁﬂ
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(yaitu)orang-orangyang menafkahkan (hartanya),
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-
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orang yang menahan amarahnya dan memaafkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang
yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW,, antara lain:

a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang ke-
wajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi
syarat;

&\OA»\ )u\w}w\y)w\.&d\uﬁ
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Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw.
mengutus Muadz ra. ke negeri Yaman, Beliau
berkata,: “Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab,
maka hendaklah hal pertama yang kamu
da’'wahkan kepada mereka adalah mengajak
mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka
telah mengenal Allah, maka beritahukanlah
kepadamereka bahwa Allah mewajibkan mereka
untuk melakukan shalat lima waktu sehari
semalam. Jika mereka telah melaksanakannya,
maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan
mereka untuk membayar zakat dari harta
mereka yang akan diberikan kepada orang-
orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka
telah menaatinya, maka ambillah dari mereka
(sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian
harta manusia” (HR. al-Bukhari)

w\&wus\ Jb waw\@o)&cu_c
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Himpunan Fatwa Zakat Majelis

(G )

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda:
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat
kepada orang-orang muslim yang kaya atas
hartamerekayang mencukupikebutuhan orang-
orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi
kelaparan dan orang tidak memakai pakaian
(sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak
menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya
Allah akan meminta pertanggung-jawaban
mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan
akan menyiksa mereka dengan siksaan yang
pedih“. (HR. al-Thabarani)

. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan ber-

segera menunaikan sedekah meski dalam
kondisi pas-pasan dan tidak menunda pem-
bayarannya;

@J\J\J.;;EB- waw\@o)afjmd\us:
5;/, g\w\djij\; d\.a_’e’/’ /“J.‘a
Couaw\j 3355 Q\” J\s Q\J}\ ’”T
i 5 3 et % o Bl 52 2
B Y \.\5 QM) 138 QM KR j,q.\.;-
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Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki
mendatangi  Rasulullah ~ SAW.  sembari
bertanya, ~‘Wahai Rasulullah, shadaqah
apa yang paling besar pahalanya?’ Beliau
menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih
sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir
jatuh miskin, dan berharap menjadi orang
kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda
membayar shadaqgah sehingga nyawamu sudah
sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk

si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain)
sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR.
al-Bukhari)

T

. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan pe-

nyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktu-
nya;
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Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi
Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat
sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.
(HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

-
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Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah
SAW. bersabda: “Bersegeralah membayar zakat,
sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya’.
(HR. al-Thabarani)

d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang
distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

-
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Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ra ia
berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shadaqgah
(zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang
kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang
sedang berperang di jalan Allah, kepada yang
bekerja (<amil) mengurus zakat, kepada yang
punya hutang, kepada orang yang membeli
zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang
yang punyatetanggamiskinlantas ia bersedekah
atas orang miskin tersebut kemudian si miskin
memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihagqj)

3. Qaidah fighiyyah
ixLadl Bye e i Bl

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terha-
dap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”
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Memperhatikan:

1.

2olidl 222 Bl
“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian
yang akan dituju.

S ETREEEE
“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan

dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara
tersebut hukumnya menjadi wajib“.

Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’
juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan musta-
hiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

865 25 36 L oS3 G (e &3332%
3 331 J6 e 4 S3s Y 1is; U
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Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan
kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama
telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserah-
kan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah ulama’
berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, Amr bin Mai-
mun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani
membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada
pendeta’.

.’;
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. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muh-

gnijuz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan
mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:
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(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak
melihat ada perbedaan bendapat antara ulama bah-
wa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non mus-
lim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa
ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh
diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit”.
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3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Nihayatu al-
Muhtah ila Syarhi al-Minhaj (6/161-162) yang men-
erangkan pendistribusian harta zakat bagi orang
miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta
dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebu-
tuhannya, sebagai berikut:

G853 (sl sl i
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A.JK: Jj,é.é: 515 Qb &JJJQ Y\ J,fa_é- j 53\,& ,\.a.d\

\Jg\ J. /,,\i’?} 43\}3\446_9\\.‘5* s 8L k;L_c\

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya ti-
dak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau
perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi
kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya za-
kat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling
kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm.
Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan
kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sam-
pai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena
tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya
dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya
melebihi standar umumnya manusia, maka akan di-
beri setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya se-
lama setahun.

-
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Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka dtbenkan

kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun har-
ganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka
diberikan kepadanya modal berdagang dan besaa-
rannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di dae-
rahnya.

b)‘&;é““*"—‘:’-’u@‘)“ﬁwﬁ‘ S
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Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka di-
berikan dana untuk membeli alat atau modal kerja.
Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya,
maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika
satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan
tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti
atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi ke-
butuhannya.

WL IS FO AR (RIS U B
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Dan tidaklah dimaksudkan di sini —orang yang ti-
dak dapat bekerja— diberikan dana tunai seukuran
masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia
mampu membeli aset properti atau kebun yang pema-
sukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutu-
hannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq za-
kat, serta bisa diwariskan.

. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-

Maraghi”Jilid IV halaman 145:
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Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah
dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillah
ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait
dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad
ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga sega-
la usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat,
membangun jembatan dan benteng, memakmurkan
masjid dan lain sebagainya“.

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab ‘al-Tafsir al-
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Kabir”]ilid 16 halaman 87:

&M@dw\&;@\\,@co\JJ\ﬁéc
5925 & dl ©BaEl G ))u\ oy SGEA axs
c..\;»\.w.aj\ D)\.Q-C) U)“a';\ s-L..aj L}j‘j\ u«.oi——u u,a Ji;-\
Kia f\cm\ Jee 35 APE &
Ketahuilah bahwa “fii sabilillah” secara zhahir tidak
terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini
Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fugaha
dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyal-
uran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari peng-
kafanan janazah, membangun benteng dan memak-

murkan masjid. Hal ini karena firman Allah “Wa fii
Sabilillah” bersifat umum.

Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’
(6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat
fithrah sebelum waktu wajib:

“og
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Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa menyegerakan
untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib
adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushon-
nif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah
boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari
awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Rama-
dan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi
Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982

. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentashar-

rufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Ke-
maslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;

. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang

Pemberian Zakata Beasiswa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
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Menetapkan

Pertama

11.

12.

13.

tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset
Kelolaan;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 0o1/MUNAS-
IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat,
Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Nomor o4 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan
Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer,
Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi
Wabah COVID-19;

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fat-
wa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT,
INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGU-
LANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat,
infak, dan shadaqah kepada penerima, dan peng-
gunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. Hawalan al-hau!l adalah masa satu tahun atas
kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib
zakat.

3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampak-
nya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk
mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan
menangani korban COVID-19, memperkecil angka
kematian, membatasi penularan dan penyebaran
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penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain,
serta membantu kesulitan umat Islam yang ter-
dampak COVID-19.

4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasa-
rana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan
shadaqah yang berada di dalam pengelolaan
pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan
bagi penerima.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan
wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya bo-
leh dengan dhawabith sebagai berikut:

a.

Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq
secara langsung dengan ketentuan sebagai
berikut:

1)

penerima termasuk salah satu golongan
(asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir,
miskin, amil, muallaf, yang terlilit huta-
ng, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilil-
lah;

Harta zakat yang didistribusikan boleh
dalam bentuk uang tunai, makanan po-
kok, keperluan pengobatan, modal kerja,
dan yang sesuai dengan kebutuhan mus-
tahiq;

Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat
produktif antara lain untuk stimulasi ke-
giatan sosial ekonomi fakir miskin yang
terdampak wabah.

Pendistribusian untuk kepentingan kemasla-
hatan umum, dengan ketentuan sebagai beri-

kut:

1)
2)

penerima manfaat termasuk golongan

(asnaf) fi sabilillah

pemanfaatan dalam bentuk aset kelo-
laan atau layanan bagi kemaslahatan
umum, khususnya kemaslahatan mus-
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Ketiga

Keempat

tahiq, seperti untuk penyediaan alat
pelindung diri, disinfektan, dan pengo-
batan serta kebutuhan relawan yang ber-
tugas melakukan aktifitas kemanusiaan
dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih

cepat (ta/jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu
tahun penuh (Hawalan al-haul), apabila telah
mencapai nishab.

Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak
awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam

idul fitri.

Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19
dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi me-
lalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq,
shadagah, dan sumbangan halal lainnya.

Rekomendasi

1.

Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung
sumber daya untuk penanggulangan wabah CO-
VID-19 dan dampaknya dengan melakukan lang-
kah cepat guna menjamin keselamatan dan ke-
maslahatan masyarakat.

Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya
melalui badan/lembaga amil zakat yang terper-
caya agar manfaatnya nyata.

Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan
fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan
zakat dengan memprioritaskan tasharruf khu-
susnya untuk kemaslahatan mustahig yang ter-
dampak COVID-19.

Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat
dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban
zakatnya agar para mustahiq yang terdampak
COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Ketentuan Penutup
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1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan, dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang me-
merlukan dapat mengetahuinya, semua pihak
dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal  :22 Sya'bani1g44q1 H
16 April 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal

KH. Muhyiddin Junaedi, MA Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M. Ag
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KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH)

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan
Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

a.

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan mem-
butuhkan jawaban hukum Islam dari para ula-
ma, zuama dan cendekiawan muslim;

bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum berupa keputusan Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur’an, Hadits, ijma’, géyas, dan dalil-dalil lain
yang mu'tabar;

Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-
kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VII;

Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara
Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VII;

Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutu-
pan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VII;
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4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Ma-
salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Pleno
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam
Sidang Pleno Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-In-
donesia VIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Muashirah) yang meliputi;
I.  Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan
II. Hukum Zakat Perusahaan
III. Hukum Zakat Saham

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan
pedoman.

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempur-
naan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  :Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal  :06 Rabi'ul Akhiriqq3 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua, Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A

Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



17

KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

LR 2

b7

A. Diskripsi Masalah

Dalam masalah zakat perusahaan setidaknya isu penting, yaitu apakah
perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek zakat atau tidak. Di lihat
dari tinjauan fikih, ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut muncul
karena tidak adanya dalil yang mansus. Pendapat pertama mengatakan
bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar zakat, karena perusahaan
bukanlah mukallaf yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk
kewajiban zakat. Zakat hanya wajib ditunaikan oleh mukallaf yang telah
mempunyai kemampuan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa
perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena harta perusahaan adalah
termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan zakat, sebagaimana keumu-
man ayat ‘Ambillah sedekah dari kekayaan mereka’. Dan selama ini posisi
MUI selaras dengan pendapat kedua, sebagaimana diputuskan pada Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib menge-
luarkan zakat, baik sebagai syakhshiyyah i'tibariyyah ataupun sebagai
pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga per-
aturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau
subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201
tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari
tinjauan perundangan inilah muncul hitung-hitungan potensi zakat yang
sangat besar yang diperolah dari asset perusahaan.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk
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menetapkan fatwa zakat perusahaan pada Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VII
tahun 2021.

Perumusan Masalah

1. Apakah zakat perusahaan termasuk harta yang dikenai hukum zakat?
2. Kapan harta perusahaan wajib dikeluarkan zakat?

3. Apa ketentuan nishab zakat perusahaan?

4. Bagaimana penghitungan harta zakat?

Ketentuan Hukum

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikelu-
arkan zakat.

2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
a. asetlancar perusahaan;
b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan
c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lain-
nya.

3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamari-
yah;

b. terpenuhi nishab;

c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.

4. Ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada be-
berapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (nagdain),
perdagangan (‘urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru’ wa al-tsimar), pe-
ternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (madan).

5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan ber-
sih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak
dan pengurangan pembagian keuntungan (z L S as355 / dividen) un-
tuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai geperluan lainnya.

Dalil Penetapan
1. Ayat-ayat Al-Qur’an, antara lain:

a. Firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahwa hanya
orang yang beriman dan beramal shalih yang tidak mendzalimi
orang lain dalam berserikat:
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..... Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat,
benar-benar sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mer-
eka ini sangat sedikit. .....” (Shad: 24)

Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perintah zakat atas
hasil usaha termasuk hasil bumi:

3% -

uoﬂ\u,eﬁc_—d\:;}\u)ﬁduuww\,w\ \).ua\u;.d\\.@_:\ G
Nel; an b33 41N @»Lrwujujiww@\ 55

(V1€ :5,ad1) 5 A Ls.c,«oa\
“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluar-
kan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk
kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bah-
wa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai perintah zakat harta:

%nggg;\!%;ébu\&é&»rbﬁjjb\juﬂ \j.w\u,)-)j\\.@.s\\.s

(iOV.J.atJ\) uﬂw\éﬁbjﬁm\) A.Qu.:u Yj
“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki
yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Ki-
amat) yang tidak ada jual beli pada hari itu, tidak ada persahabatan

yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir, mereka
adalah orang-orang dzalim”. (Al-Baqarah: 254)

. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai

P@ma\ﬂx&;jwﬂﬁw r@\jﬁ\w»
(¥ auj,l\)(w\.c A ﬁj

‘Ambillah zakat dari harta mereka, zakat yang dapat menyucikan
dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesung-
guhnya do'amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Men-
dengar lagi Maha Mengetahu’.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai harta yang wajib dike-
luarkan zakatnya untuk orang-orang miskin.
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“Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang ditentukan

* bagi peminta-minta (orang miskin) dan orang yang menahan diri
dari meminta-minta”.

2. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain:

a.

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihiwa sallam menyatakan kewajiban za-
kat haarta orang-orang kaya untuk orang-orang fakir:

REACAE \y@\u\ e 4l o5 G il 8
Jyjd @\\M\yu\wuﬂg\ﬁ;i“ )’ JLS_; u;ﬂ\g\’ c "\@o)
uwuﬂﬁr@.‘.l.cuaju\Mw\g\}éﬂ.&\gcﬂ:ﬁ\js&\‘@ubcw\
3 ré-"'\“uoﬁ‘m\O\wb‘dﬂbﬁ&\rﬁQb“‘ujffﬁd
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Darilbnu Abbasra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihiwa sallam
telah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman, lalu beliau bersabda: “Ajaklah
mereka untuk bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan
Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka men-
taatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah me-
wajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika
mereka mentaatinya, beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah
mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang
kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir dian-
tara mereka” (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa tidak
boleh yatakan kewajiban zakat harta orang-orang menggabungkan
atau memisahkan harta untuk menghindari zakat:

63\43%5’9/ )w\y)ﬁ)b\u\ db}O/ 5’/\&9")&\&
; &6 5 Vs dwc&yj A Lol Jss
L";)BL,J\ o\j) - - ”j*LaJ\ w“: 25

Dari Anas ra, berkata: Sesungguhnya Abu Bakar ra. menulis surat
kepadanya mengenai apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah digabungkan diantara har-
ta yang terpisah, dan tidak dipisah diantara harta yang tergabung
karena khawatir zakat”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa tidak
ada kewajiban zakat sehingga berlangsung selama setahun:
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Dari Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihiwa sallam bersabda: “Tidak ada zakat di dalam harta sehing-
ga berputar satu tahun” (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa memenuhi hutang
kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib didahulukan:

g e v Lo 0,25 e 0 Blagie oz G ) o2
UJSQJ.&C)K}W\)” du_;cj.@_;rfoijbg\u‘ g.J\.a_s
e ol = "sLBE 35T A 355708 (125 106 e S 5 81

Dari Ibnu Abbas ra: Sesunggu/znya seorang wanita datang kepada
Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwa sallam, lalu berkata: Sesungguhnya
ibuku telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa sebulan. Lalu
beliau bersabda: “Apakah engkau mengetahui, seandainya ibumu
menanggung hutang, apakah engkau memenuhinya?”. Wanita itu
menjawab: “Ya" Beliau bersabda: “Memenuhi hutang kepada Allah
adalah wajib diutamakan”. (Hadis Riwayat Muslim)

3. Kaidah Figh:

dm&c&wz\ Bl cF 5 )

Apabila berberapa kemaslahaan berbenturan waktu, maka yang leb-
ih utama didahulukan daripada yang lebih rendah.

4. Pendapat Ulama, antara lain:

a.

b.

Abul Qasim al-Qazwaini di dalam Al-Azis Syarh al-Wajiz/Al-Syarh
al-Kabir (Juz 3, Halaman 41) menjelaskan kewajiban zakat bergan-
tung terpenuhinya nishab:

g\.a - c’ué_—a;ﬂ\ J,éj d}\wuh/aﬂ\pd.uagj\ dn.e\)\d\.e
-G\L;Uw”” Vailbm;ﬁ;\{)\

Ar-Rafi'i berkata: “Gugurnya zakat dikarenakan rusaknya nishab
setelah berlangsung setahun tetapi belum memungkinkan dibayar-
kan dapat difahami bahwa kewajiban zakat adalah bergantung
pada nishab yang tidak dapat lepas dari tanggung jawab’.

‘Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Abul Ma’ali di
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dalam Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab (Juz 3, Halaman
169) menjelaskan kewajiban zakat tidak memungkinkan atas selain
pemilik:

VU.&\UBL:-\JC\)Jbugu\jéd,\ﬂ;Y&;écaK)\u\s.\ =235

Mustahil kewajiban zakat atas orang yang bukan pemilik, meskipun
ia mampu menguasai kepemilikan.

Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi di dalam Al-Majmu’ Syarh
al-Muhadz-dzab (Juz 5, Halaman 450) menjelaskan penggabungan
selain hewan ternak dalam zakat:

fElL B30 el i S 1585 1 a;\duuzli\ :
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT SAHAM

1

A. Deskripsi Masalah

Di era modern ini, kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata.
Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan
yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah
saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti
kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda
keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit
bisnis. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wa-
jib dikeluarkan zakat.

Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang
memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan
zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara
para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin komplek-
snya bentuk perusahaaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang
semakin beragam.

B. Rumusan Permasalahan

Apakah saham termasuk harta benda yang wajib dizakati?
Jika ya, apa apa kriteria dan ketentuan zakat saham?
Siapa Yang mengeluarkan zakat saham?

Apa ketentuan nishab dan kadar zakat saham?

£owop o

C. Ketentuan Hukum

1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
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a) Pemilik saham orang Islam;

b) Dimiliki dengan kepemilikian yang sempurna;

c) Telah mencapai nishab;

d) Telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun);

e) Persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang

saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta ka-
run (rikaz).

Kriteria Saham Syariah Di Indonesia

a) Jenis Saham Biasa (al-ashum al-adiyah/Common Shares) dan
bukan dalam jenis Saham Preferen (al-ashum al-mumtazah/Pre-
ferred Shares);

b) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip
Syariah;

c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset
tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);

d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total
pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%
(sepuluh persen); dan

e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus me-
miliki mekanisme pembersihan kekayaan (cleansing) dari unsur-
unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Pihak yang Mengeluarkan Zakat Saham dan Batasan Haul

a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat
saham yang dimilikinya;

b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk
mengeluarkan zakat saham atas namanya;

c) Perusahaanyang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas
para pemegang saham telah gugur;

d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kal-
ender hijriyah.

Cara Mengeluarkan Zakat Saham
Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbe-
likan (trading/mutajarah), ketentuan zakatnya mengikuti aturan
zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yang penghi-
tungannya sesuai nilai pasar saham saat haul;
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b) Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka
panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:

1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya
mengikuti zakat al-mustaghallat, dengan ketentuan:
- Nishab dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas;
- Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.

2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, keten-
tuannya mengacu kepada zakat pertanian;

3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, za-
katnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (urudh al-
tijarah).

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah subhanahu wa ta’ala, antara lain:

a. QS.Al-Baqarah [2]: 43

T

B SUNMPES WA
“dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”
b. QS. Al-Taubah [9]:103:
£S5 hall o Ll e 34

‘Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan me-
nyucikan mereka...”

c. QS.Al-Ma’arij [70]: 24
pohas 5 (I3 g Gl

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian ter-
tentu.”

d. QS. Al-Taubah [9]: 36:
SN FE 55 GBS 3 15ed Sie Wl e e il gie &)
5!\
) 15/

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas
bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia mencip-
takan langit dan bumi...”
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2.

Hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama, antara lain:

a.

Hadis al-Bukhari dan Muslim:

=
- 50 ~

”“\ym\ Judbwmsb f;d\u;
fb\,m Js2 1352 Gl 4 &\ Ay o BlE o I pw\
OLas) 2555 Cﬁ,\, AU S

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah Shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Islam dibangun di atas lima
perkara; persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Mu-
hammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, haji ke (Baitullah) dan puasa Ramadhan.” (HR. al-Bukhari
dan Muslim)

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama Riwayat Ibnu Majah:
G365 Y 1,k oy Lde i Lol J,0 an I A8 e
Jpade 3£ 5 Ja
“Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ra ia berkata, saya mendengar Ra-
sulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Tidak ada ke-

wajiban zakat dalam suatu harta sehingga telah tiba masa haul-
nya.”

-

c. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama riwayat al-Bukhari-

Muslim:

ij\ ”

} 0

db’ ¢ ’W\yjuw\dﬁuwd\u_c
o JueNn 4 25 e 4
“Diriwayatkan dari Abi Hafsh ‘Umar bin al-Khaththab Ra ia ber-

kata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: ‘Sempurnanya amal tergantung niatnya...”

3. Kaidah Fikih, antara lain:

Baslis, ) \}\
“Segala sesuatu tergantung tujuannya”
JEORCIIAVE EEN

“Kesulitan akan menarik kemudahan”
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4. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam Mughni al-

Muhtaj:
SN B2 LE oy i e ey ) 15 5

“Zakat menurut syara’ adalah nama bagi kadar tertentu dari se-
Jjumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan ter-
tentu dengan syarat-syarat tertentu.” (Muhammad al-Khathib
al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, I, h.
368)

b. Pendapat Ibnu Hajib sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad
ash-Shawi dalam Bulgha as-Salik Li Aqrab al-Masalik:

Gy EJL IR i sy Sl Jse Gl ) Ryeritis i
5065 ¢ a1 BRI (LR 353 a2 (e ¢ gl 238 aede
Ol 258 aaie e 231 BT 5h5 BN ) 15 505 &) i o

295 e ¢35 Y5
“Dalam hal al-milk al-tamm telah diperselisihkan para ulama.
Dalam satu pendapat dikatakan bahwa al-milk al-tamm adalah
sebab wajibnya zakat bukan syarat. Alasannya ketiadaan al-
milk al-tamm mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan
keberadaanya mengharuskan adanya akibat (kewajiban zakat)
dengan melihat kepada dzatnya. Sementara menurut Ibn al-Ha-
Jjib al-milk al-tamm adalah syarat karena melihat dari zhahirnya,
yaitu bahwa ketiadaannya mengharuskan ketiadaan kewajiban
zakat dan keberadaanya tidak mengharuskan kewajiban zakat.”

(Ahmad al-Shawi, Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik, Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M|, juz, I, h. 378).

c. Pendapat Manshur al-Bahuti dalam Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn
al-Igna’:

5 endll @ A6 Al 3 (Wl p8) 53 Ly G 1)
S 3 dos 3 O ) o LR A 3 sl Gl
Gis B a Soai  5iE w gl .z, 08 L2 ke 21

AR WERSCrE It
“Syarat zakat yang keempat adalah (kepemilikan yang sempura)
secara umum-sebagaimana dikatakan Ibnu Muflih di dalam

kitab al-Furu™-karena kepemilikan yang kurang bukanlah kenik-
matanyang sempurna, sementara zakat hanya wajib pada band-
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ingannya. Sebab, kepemilikan yang sempurna adalah ungka-
pan tentang sesuatu yang ada pada kekuasaan seseorang yang
mengesampingkan pihak lain, ia dapat mentasharrufkan sesuai
dengan kehendak pilihannya, dan manfaat sesuatu itu kembali
untuk dirinya.” (Manshur al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn
al-Igna’ [Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H], juz, 11, h. 170).

Pendapat ‘Alauddin al-Kasani dalam Bada'i ash-Shana'i Fi Tar-
tib al-Syara’i:

JLA\UAY\&ZZY;L&\}»}OK)\ AN W W v
Q;m&b\’jf&i}&dbu\!su\”” mailu)d\,‘\

z

53k & "“w\u\) w\,,\ S L 15 YU
e)\d,a;p;;:;w\,ﬁbw\j

“Di antara syarat harta yang wajib dizakati adalah harta itu
berkembang karena makna zakat sendiri, yaitu berkembang,
hanya dapat terjadi dari harta yang berkembang. Dalam kon-
teks ini yang kami maksudkan dengan “berkembang” bukanlah
dalam pengertian riil (hagiqah an-nama’) sebab bukan hal itu
yg dilihat. Tetapi yang kami maksudkan adalah harta tersebut
dipersiapkan untuk dikembangkan (diinvestasikan, pent) den-
gan diperdagangkan atau dengan dilepaskan di padang rum-
put, karena pengembalaan (hewan seperti sapi dan kambing di
padang rumput, pent) itu menjadi sebab peningkatan susu, ke-
turunan dan penggemukan. Sementara perdagangan menjadi
sebab memperoleh keuntungan.” (‘Alauddin al-Kasani, Bada'i
ash-Shana’i Fi Tartib asy-Syara’l, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabi,
1982], Juz, II, h. 11).

Pendapat Ibnu Juzayy dalam al-Qawanin al-Fighiyyah:
Lz o 5K5 D EIAKE ai".nn rw\ \ J\ 2 }’d\ &5,

5 -
Pl

S EEF R ;;ﬁww,@\wuu L;;nj
800 lal); C N s o

e

3\

“Komoditas terbagi menjadi empat; (1) Komoditas yang diman-

faatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperda-
gangkan (al-ginyah) secara murni, menurut ijmak ulama harta
ini tidak dikenakan zakat. (2) Komoditas yang murni untuk diper-
dagangkan, harta ini dikenakan zakat kecuali menurut pandan-
gan Zhahiriyah. (3) Komoditas gabungan antara untuk diman-
Jaatkan untuk kepentingan pribadi dan diperdagangkan, harta
ini tidak dikenakan zakat kecuali menurut Asyhab. (4) Komoditas
untuk dimanfaatkan hasil atau sewanya...” (Ibnu Juzayy, al-Qa-
wanin al-Fiqhiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah], h. 78)
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f.  Pendapat Muhammad Idris asy-Syafii dalam al-Umm:

}‘(’

5 Gl 385 b e I531 e U\;ébjwrssj\ Ll
Oﬁg))\@é)\uffub)\\mj&)\Mub\:é)\)jsﬂwg

-

d}\\.@.&& @L@Jy&dog YL/UJS)\.@.J(:K/%&)\}'S
e sig

“Komoditas yang tidak dibeli untuk diperdagangkan itu tidak
dikenai zakat pada sebab dirinya. Barang siapa yang memiliki
rumah atau sauna untuk disewakan atau selainnya, atau memi-
liki pakaian baik sedikit maupun banyak atau budak baik sedikit
maupu banyak maka tidak dikenai zakat. Begitu juga tidak dike-
nai zakat atasa hasil-hasil penyewaannya sebelum jatuh haul di
tangan pemiliknya.” (Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm,
[Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H], Juz, II, h. 46).

g. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al—Mug/mi :

6.3\ J}a dﬂ\comr oo \;\ d; i:\ws\ u;j ‘Jj;\
Jui:\)){dj;\ugdfydudx 3!} ASCPWERTI A
@A\ 5 m;\,@wiu;%éu;:;

“Pasal: Barang siapa menyewakan rumahnya kemudia menerima
hasil sewanya maka tidak kewajiban zakat atas orang tersebut
pada hasil sewanya sebelum jatuh haul-nya. Sementara terdapat
riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan ia wajib menzakati
hasil sewa ketika memperolehnya. Pendapat yang benar adalah
pendapat pertama karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu
‘alaihi wa sallam; ‘Tidak ada zakat pada harta benda sebelum
tiba haul-nya. Sebab sewa tersebut merupakan harta yang di-
peroleh melalui akad muawadlah (timbal-balik), maka seperti
harga barang yang dijual (tsaman al-mabi’).” (Ibnu Qudamabh,
al-Mughni, [Bairut: Dar al-Fikr, Cet Ke-1, 1405], Juz, II, h. 622)

h. Pendapat al-Mawardi dalam al-Hawi Fi Figh asy-Syafii:
FUS 58 Juﬂj \fa;i SAEN 3 7 R AN 25 (8B 6

Yy R HRPWEEH SNE Dl & 65 O s ik Gl
;W\msjgbwogy\a el \55e g7 AN :J6 LS Vs

AN\

° s - <2
-

;._“E)\?L».UQJ&Q\
’°’°\ij wd\)ddu 155 545 « fs}/wgﬂuf_—»
AN 55 B a0 25 5 st 143305 5 S5 ¢ 2
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“‘Imam Syafii ra berkata; ‘Seandainya seseorang membeli komo-
ditas bukan untuk diperdagangkan, maka ia seperti memiliki
memiliki komoditas dengan tanpa membeli. Karenanya, bila
ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut maka tidak
ada kewajiban zakat atasnya.’ Imam Al-Mawardi berkomentar;
‘Demikian ini sebagai ia menyatakan; Bila seseorang membeli
komoditas untuk dimanfaatkan secara pribadi dan tidak diper-
dagangkan (li al-ginyah) maka tidak ada kewajiban zakatnya.
Karena itu bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut
setelah membelinya, maka komoditas itu statusnya tetap tidak
untuk diperdagangkan dan tidak ada kewajiban zakat sebelum
ia memperdagangkannya. (Sebab, pent) penetapan suatu hukum
tidak cukup hanya dengan niat. Ini adalah pandangan Imam
Malik dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Ahmad bin
Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahaiwah berpendapat; ‘Komoditas
tersebut menjadi komoditas perdagangan cukup hanya dengan
niat sehingga berlaku kewajiban zakatnya.’ Ini adalah pendapat
Imam al-Husain al-Karabisi dari kalangan kami; Alasannya
adalah karena komoditas perdagangan jika pemiliknya berniat
menjadikannya sebagai qginyah maka gugurlah zakatnya hanya
dengan niat tersebut. Demikian ini juga berlaku bagi komoditas
qginyah, jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai komodi-
tas perdagangan maka berlakulah kewajiban zakatnya dengan
hanya niat tersebut. (Namun menurut al-Imam al-Mawardi,
pent), ini adalah pendapat yang keliru. Sebab, kewajiban zakat
pada komoditas itu lebih karena diperdagangkan, sementara
perdagangan adalah tasharruf atau perbuatan hukum. (Jadi,
pent) ketika tahsharruf atau perbuatan hukum digantungkan
dengan suatu perbuatan maka tidak cukup hanya dengan niat
sebelum perbuatan tersebut menyertainya. (Al-Mawardi, al-
Hawi Fi Figh asy-Syafi’i, [Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet
Ke-1,1414 H/1994 M], Juz, 111, h. 296)

Pendapat Hafizhuddin an-Nasafi sebagaimana dikemukakan
oleh Ibnu Nujaim dalam al-BaHR. ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-
Daga’ig:

UL&JK & J);.“J\ Jul QY WY\ 49.\.4-\ o5 WElB B3
oudil 58 33 2i G A Y @?LJ‘ oo 3 BRSs

Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021



;)Y\j kﬁg'wj\ ij MO.JK djyb u_, duB \ °c 5? ‘5 Lo%
u\.:\j 3»-;}\ uY\Sj JJ«M j\ J:L\ 8-}5 \.@J\ C\.ouj\ uu\) u)_-L\
WRY el 585 o870 D535 5

“Penulis kitab Kanz ad-Daqa'iq Hafizhuddin an-Nasafi men-
syaratkan nishab harus bersih dari pemenuhan kebutuhan po-
kok (al-hajah al-ashliyyah) karena harta yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pokok statusnya sebagaimana harta yang
tidak ada. Ia menjelaskan maksud ‘kebutuhan pokok’ adalah ses-
uatu yang dapat menghindari kebinaasan manusia, baik secara
faktual maupun asumtif sebagaimana terdapat dalam Syarh
al-Majma’ al-BaHR.ain karya Ibn al-Malik. Contoh kedua, sep-
erti hutang, sementara contoh pertama seperti nafkah, tempat
tinggal, alat perang, pakaiaan yang dibutuhkan untuk menahan
panas dan atau dingin, alat untuk menopang pekerjaan, perabot
rumah tangga, hewan tunggangan (kendaraan/alat transpor-
tasi, pent), dan buku-buku ilmu pengetahuan bagi para intelek-
tual” (Ibnu Nujaim, al-BaHR. ar-Ra iq Syarhu Kanz ad-Dagqa ig,
[Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet Ke-1, 1418 H/1998 M), Juz,
II, h. 361)

Pendapat FakHR.uddin ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib:

3 15550 6 2338 o2 o) B Lol ol 8T g6
Lo BN LBl A5 2ol IS LS 2355 caesd
a5 £l 10 Sz 28552 5 oy

“Para ulama berkata: ‘Berdasarkan ayat ini (ayat 36 surat At-
Taubah), wajib bagi kaum muslimin mengacu pada perhitungan
tahun Arab yang berpatokan dengan bulan sabit (hilal), baik
dalam urusan jual-beli mereka, perpanjangan jangka waktu
hutang, menghitung haul zakat dan semua ketetapan hukum
syariat yang berkaitan dengan mereka. Tidak boleh bagi mereka
untuk mengacu kepada tahun yang digunakan bangsa asing dan
Romawi.” (FakHR.uddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, [Bairut: Dar
al-Kutub al-TImiyyah, Cet Ke-1, 1421 H/2000 M], Juz, XVI, h. 43)

Pendapat madzhah syafii dan ulama lain yang dikemukakan
oleh Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-
Muhadzdzab:

S G A e G555 B i 15) T Rl BT 6385 5
SR a5 3T QUG J6 43 rsm‘bu)}awgcym
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BN IO RN ERHINS

“Kami telah mengatakan bahwa menurut madzhab kami ketika
kewajiban zakat telah tiba dan muzakki bisa mengeluarkan zakat
maka wajib mengeluarkan menegluarkannya saat itu juga (‘ala
al-faur). Karenanya bila menunda maa ia berdosa. Pendapat ini
sama dengan yang dikemukakan Imam Malik, Imam Ahmad,
mayoritas ulama dan al-Abdari menukilnya dari mayoritas
ulama. Sementara para ulama dari kalangan kami menukil dari
Imam Abu Hanifah bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban
yang bersifat tarakhi (tidak harus saat itu juga atau boleh ditun-
da, pent) sehingga boleh menunda. Dalam konteks ini Al-Abdari
berkata, bahwa para ulama dari kalangan madzhab hanafi ber-
beda pendapat; menurut al-Karkhi kewajiban zakat bersifat saat
itu juga atau tidak bisa tunda, sementara menurut Abu Bakr ar-
Razi bersifat tarakhi.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’
Syarh al-Muhadzdzab)

Pendapat Mahmud Ibnu Majah al-Bukhari dalam al-Mubhith al-
Burhani:

3,5 355 3 ‘\g s Loy GG 5] O T3 891 oS 3545
uf\faﬂ\ J\ 555 r\; u\.aa ufj}\ Sl :)3.! ‘uj;-;\ .
LI EY ¢ L@\»jw;m\g\uﬁu\j‘»juumu
gw\ gi:..; :\9-3 :\.;_) ‘s‘-u\ UMJJ.J Y L;:J\j\ Lﬂ}“jﬁj ;\.l.ﬂ\
“Menurut kami, bagi muzakki boleh mensegerakan menunaikan
zakat sebelum sampai haul bila nisbhab-nya telah terpenuhi.
Sebab, ia menunaikannya setelah adanya sebab wajibnya za-
kat, karena sebab wajib adalah nishab yang berkembang. Jika
kita melihat pada asepk nishab, maka nishab-nya telah ter-
penuhi, demikian juga ketika dilihat pada aspek berkembang-
nya (an-nama’), karena yang menjadi acuannya adalah sebab
berkembang, yaitu penggembalaan atau perdagangan, bukan
berkembanyg itu sendri. Sementara telah didapati sebab berkem-
bangnya. (Mahmud Ibnu Mazah al-Bukhari, al-Muhith al-
Burhani, [Bairut: Daru Thya" at-Turats, tt], Juz, II, h. 466)

. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni dalam Kifayah

al-Akhyar fi Hill Ghayah al Ikhtishar:

EJL;QJL«OJ.C&:K\J\ oﬁ\)\.s /C’w)\ﬂuu’a;;ij\ﬁ\)j
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Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan

maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya komoditas

perdagangan maka upah tersebut menjadi harta perdagangan.
Sebab akad sewa merupakan muawadhah -pertukaran-(Abu Ba-
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kar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah
al-Ikhtishar, [Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt], Juz I, h.

145)
. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam al-Fatawi al-Fighiyyah
al-Kubra:

d}\ r\..:s ;\.\;) B‘J\J&éuw\ r\;;.la.xogjj\d.og;jjé
}S\Yr,\cus:

“‘Selain zakat komoditas perdagangan, boleh mensegerakan
pembayaran zakatnya setelah nishabnya terpenuhi dan sebelum
sempurna setahun tidak melebihi.” (Ibnu Hajar al-Haitsami, al-
Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, [Bairut: Dar al-Fiky, tt], Juz, II, h.
42)

Pendapat Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh
al-Muhadzdzab:

EK}Y}Q&?)\;@U& yduﬁgg,ug&é—,,:g\‘;;@\;ﬁ\d\s
“Al-Ghazali berkata, ketika tidak ada pada seseorang kecuali
harta haram murni maka tidak ada kewajiban haji dan zakat.”
(Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdz-
ab,)
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“Para ulama dari kalangan madzhab syafii telah sepakat hwa
kharaj yang dipungut secara sewenang-wenang tidak bisa men-
empati tempatnya (menggantikan, pent) ‘usyr. Karenanya jika
penguasa memungut kharaj untuk menggantikan ‘usyr maka
ia memungut nilainya berdasarkan ijtihad. Dalam hal pung-
utan tersebut menggugurkan kewajiban zakat terdapat perbe-
daan para ulama yang telah disebutkan dalam bab khuthah.
Pendapat yang sahih adalah dapat menggugurkan kewajiban
zakat, demikian pendapat ini ditegaskan oleh al-Mutawalli dan
ulama lainnya.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh
al-Muhadzdzab.)

Pendapat Muhammad Anur Syah al-Kasymiri dalam al-‘Urf asy-
Syadi Syar/zu Sunani at-Tirmidzi:
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“Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.: Allah tidak
menerima sedekah dari ghulul. Secara bahasa kata ‘al-ghulul’
artinya adalah mencuri onta. Sedang dalam istilah para fugaha'
adalah mencuri harta rampasan perang. Dalam perkembangan-
nya kata ‘al-ghulul’ kemudian dimutlakkan untuk menunjuk-
kan semua harta yang haram. Menurut penulis kitab ad-Durr
al-Mukhtar, bahwa bersedekah dengan harta haram dan meng-
harapkan pahala dari sedekah tersebut adalah haram dan kafir.
Sebagian ulama membedakan antara haram karena dzatnya
dan haram cara memperolehnya, dan di antara mereka adalah
at-Taftazani.” (Muhammad Anur Syah al-Kasymiri, al-‘Urf asy-
Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi, [Bairut: Daru lThya" at-Turats,
Cet Ke-1,1425 H/2004 M], Juz, I, h. 37)

Pendapat ‘Alauddin al-Ba'li (lihat) al-Ikhtiyarat al-Fighiyyah
min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah:

MURTEINSS ST 111 WO X R I G IO B S EX e

\/:1 y & { <
“Apa yang dipungut oleh Imam (Penguasa) dengan nama maks
(pajak komoditas/cukai) itu boleh diberikan dengan niat mem-
bayar zakat dan kewajiban zakatnya pun gugur meskipun tidak
sesusai dengan sifat zakat itu sendiri.” (‘Alauddin al-Bali, al-

Ikhtiyarat al-Fighiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimi-
yyah, [Bairut: Dar al-Kutub)
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KEPUTUSAN [JTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT DALAM BENTUK
AL-QARDH AL-HASAN

[V rd

A. Diskripsi Masalah

Zakat mempunyai dua fungsi penting dalam ajaran Islam. Pertama adalah un-
tuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam
keadaan fitrah. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang di-
manfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal termasuk
dalam penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dapat dira-
sakan secara langsung dampaknya oleh mustahik, maka kini demi pening-
katan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang
membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan
dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti
sandang, papan, dan pangan. Kini semakin bertambah mekanismenya den-
gan adanya zakat produktif.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat
fitrah. Zakat produktif adalah salah satu bentuk skema penyaluran dan pen-
dayagunaan dana zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu un-
tuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Penyaluran dana zakat
dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan disalurkan kepada mustahik dengan keten-
tuan para mustahik harus mengembalikan dana tersebut. Penyaluran dengan
bentuk ini untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras sehingga usah-
anya berhasil. Dana yang dikembalikan tersebut kemudian digulirkan lagi ke-
pada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin
bertambah.



B. Perumusan Masalah

130

1. Apakah boleh penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan?
2. Jika boleh, apa kriteria, dan persyaratannya?

C. Ketentuan Hukum

1.

Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik
sesegera mungkin (‘ala al faur) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al Qardh Al Hasan hukumnya
boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan seb-
agai berikut:

Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat;

Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha;

Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat;
Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diteri-
ma;

e. Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh
tempo, ditangguhkan waktunya.

/o o

D. Rekomendasi

1.

LAZ harus membatasi prosentasi pentasarufan zakat dalam bentuk
al-Qardh al-Hasan agar zakat dapat terdistribusikan dengan adil dan
proporsional.

Zakat yang ditasarutkan dalam bentuk al-Qardh al-Hasan lebih dipri-
oritaskan kepada mustahik yang berusia produktif.

Untuk mengeliminir kegagalan program, maka Lembaga amil zakat
dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan penga-
wasan.

E. Dasar Penetapan

1.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, antara lain:

Z .
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Men-
dengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah [9]: 103)
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Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Men-
getahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah: 60).

158 5Ty dda ks Cas Wil b5 all 5 5
Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,

maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan
baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 11)

f\fa ‘,@) Chak UZs WB%5 ) Vb3l cadldly cuildl &)

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun
perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang
baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka
akan mendapat pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 8).

M}j&\)fbﬁ W\Mou\\j@w\

Jika kamu meminjamkan kepadaAlla/z dengan pinjaman yang baik, nis-
caya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu.
Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. (QS. Al-Taghabun: 17).

@\ A 65 s e &W &\,wxdsguu \;.;’\3533
s /5»3@35&3&;»;12*;;\ Ll S 181 5 e
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Dan sungquh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami
telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Al-
lah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan
salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan
kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku
masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya
dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS Al Maidah: 12)

u};a.;a.:m\' “j«.«f b&«co\éj fu:...a.d Lis \AaJﬁAUJ\ UOJ“’ L;.AS\ 13 u.a
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Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Al-
lah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan
dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
(Q.S. Al—Baqarah; 245)

mus\ (s.\@j\ s;;\,;_is\ N5l \;;\juw;;;\ u)m Gl
szgu(::n,\;\) \,\,@) ‘;4;3;:.&4;@3;::5 g\;;\ ol Gl vj

\_5;)\.;.: }f\:«;u\ \J;-\M\u.cr_ésjwu\rjsuurs_—ﬁi}

Oaadl 20820 Bl 1,E 15 o538l rnj\ Jeriasys e s ke

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-
syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bu-
lan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan
galaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula)
menggangqgu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka
mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah
menyelesaikan iHR.am, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-ha-
langimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat be-
rat siksaan-Nya. (Q.S. Al Maidah; 2)
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Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendak-
lah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu me-
nyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya,
sungqguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah; 282)

o} c/;ﬁfd\ai }c\;.-)_g ~ \) /a/éli/j:,§ D}EJOKE)B
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menye-
dekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al Baqga-
rah; 280)

Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, terkait al Qardh
al hasan, antara lain:
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Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
bersabda, “Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya
di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya
di akhirat. Orng yang meringankan penderitaan seorang mukmin, Allah
Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia dari berbagai pen-
deritaan di dunia dan akhirat. Dan orang yang menututpi aib seorang
muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan
akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Jas 1B g ke i) Lo i)y Of e A1 (92558 O o0
C:“’B“&“Jc(é’“\"\ A \sggr,m &)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah
suatu kezaliman dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan
hutangnya kepada orang aya (ditanggung pelunasannya), hendaklah
ia terima (HR. Jama’ah).

4 w)wm\y—m\d}ijdbdbm\u_cwf.,}\u,s)f.cu_c

[oTy cambo alsenls ulse 26l oy, ] 435,585 Ad5e [4 syl

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu meng-
halalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. al-Nasa’i,
Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).
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“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik
dalam pembayaran utangnya” (HR. al-Bukhari).
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Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR.
al-Tirmidzi)

Kaidah Fikih, antara lain:
it UF 422

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
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55,8 56 J75 38 e
“Hajat/Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
Ll B e e i) S

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan “

4. Pendapat ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri
1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

GEil ) G5y bR 14 06 plat e o3 Jutalls

Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pe-
mimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta
zakat.

b. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzzab (Al-Majmuu’
Syarah Al-Muhadzzab 6/167) yang menerangkan mengenai distri-
busi zakat, salah satunya kepada Amil:

("“)W\ uéow““;wfo@\é g;jsagag
AL /U@) u@’d\ bjéc}“\.’:isy mé;.)i;&u d}\}ij c&a\iﬁ
}”\5\ QK Q\) A.J\ axs5 AQJ}\ (L;ZJ\ 9K \cho\_w\),d\ w)éc

= -

Jg\ugu\j‘wuﬂé&”w ‘uw&\yw\sjmﬁ\
jjj ém\&uuﬁ@ dwu\db?é.:.au;\uﬁ) r-‘-‘“‘-u-"'\

Apabila yang melakukan dlstrlbuSt zakat adalah Imam [pemerm—
tah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima za-
kat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil
bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya se-
bagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran
sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya ba-
gian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewa-
jaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan —di luar kewa-
jaran tersebut- dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain
dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit angga-
ran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola
zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam
Syafi'i berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian ke-
mashlahatan [ fi sabilillah)’ Sekiranya ada yang berpendapat bah-
wa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq
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yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-
Muhadzzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kat-
egori sebagai Amil:
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Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: Dan diberi bagian dari
bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata,
mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat.
Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya,
mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar1/8 dari har-
ta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak
mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

Dalam kitab Al-Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhaddzab V1/178
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“Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam/penguasa un-
tuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga me-
nyampaikannya kepadayang berhak. Hal ini karena para fakir yang
berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang be-

lum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya ti-
dak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya’.

Dalam kitab Igna li as-Syarbiiny 1/231, Albaajuri1/539, Fath al wa-
haab 11/48
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“Fakir miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi ke-
butuhan sebagian besar hidupnya, maka panitia zakat dan imam
setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya sebi-
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dang tanah sehingga bisa mereka ( fakir miskin) manfaatkan, kebo-
lehan panitia zakat dan imam setempat membelikan sebidang ta-
nah tersebut sebagaimana tertera dalam alghazi. Jika fakir miskin
itu tidak mampu bekerja, sedang jika mereka mampu bekerja den-
gan baik maka boleh diberikan uang yang sekiranya bisa untuk
membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai
berdagang diberikan uang yang sekiranya bisa untuk modal berda-
gang sehingga labanya bisa mencukupi kebutuhan sebagian besar
hidupnya’.

Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian
fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-
masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang,
diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencu-
kupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat peker-
Jjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi
Jjumlahyang mencukupi seumur galib (63 tahun).” Kata-kata ‘diberi
Jjumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya di-
beri zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi
banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencu-
kupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (per-
tanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengo-
lah/memelihara tanah atau ternak itu

Al Mugni Ibn Quddamah Juz 2 hal 530:
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Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak
diperhitungkan kondisinya setelah penerimaan zakat, yaitu fakir,
miskin, amil, dan muallaf Mereka tidak harus mengembalikan
harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut mi-
lik mereka selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu

gharim, rigab, Ibnu sabil dan fi sabilillah musafir, mereka mem-
peroleh zakat, jika mereka mentasharrufkan /membelanjakannya
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sesuatu yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika
tidak maka akan diambil kembali dari mereka, dan perbedaan an-
tara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini kaya/
mampu, tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan
pertama yaitu yang tercapai tujuan mengambil zakat adalah fakir,
miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka mampu
memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka,
maka kembalikan harta yang berlebih, kecuali al ghazi (orang yang
berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa saja yang ada
setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya.

. Yusuf Qardhawi dalam kitab fikih zakat hal 634
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Zakat: Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi
hutang kepada orang yang berutang? Atau sesuai dengan makna
harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta
bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah me-
minjam, berdasarkan qiyas yang sahih dan kemaslahatan umum
yang terdapat dalam bab zakat. Dapat dikatakan bahwa dengan
memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari
saham (bagian) gharim. Oleh karenanya perlu diatur dan dikem-
bangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi se-
cara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba

Ini menurut pendapat Imam Abu ZaHR.a, Abdul Wahab Khalaf
dan Hasan dalam penelitian mereka tentang “Zakat” menjelaskan
bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama
memberikan pinjaman (al qardh al hasan) saat ini dari pada riba,
agar bisa dikembalikan ke bait al mal, dan menjadikannya (memin-
Jjamkan uang kepada gharim dengan al gardh al hasan) sebagai
giyas aula

Majelis Ulama Indonesia 137






